'SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 518/Kep.015-Diskop.UKM/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  tertib administrasi
penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, perlu
adanya mekanisme pelaksanaannya yang
dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung, Standar Operasional
Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat
Daerah dan Sekretaris Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar
Operasional Prosedur pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penctapan Peraturan Pemecrintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang
Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7041);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6619);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun
2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan,
Pengembangan, Pengawasan dan Pelindungan
Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bandung Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun
2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bandung Nomor 11);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 05);
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023
tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

a.
b.

C.

Standar Operasional Prosedur Perkoperasian,
Standar Operasional Prosedur Usaha Mikro; dan
Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.

Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 518/Kep.015-Diskop.UKM /2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

NO JENIS SOP NO NAMA SOP
1. | SOP Perkoperasian 1. SOP Penunjukan Kantor Akuntan Publik
untuk Audit Koperasi
2. | SOP Pelaksanaan Audit Koperasi
3. | SOP Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
4. | SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
Koperasi Melalui Sistem Informasi
Pengawasan Koperasi (SIPEKA)
5. | SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
melalui Satuan Tugas Anti Rentenir (STAR)
6. | SOP Seleksi Pendamping Kampung Bersih
Rentenir (KBR)
7. | SOP Pendampingan Kampung Bersih
Rentenir (KBR)
8. | SOP Pengintegrasian Data Koperasi Melalui
Sistem Aplikasi Informasi Koperasi (SIAPIK)
9. | SOP Seleksi Pendamping Koperasi
10. | SOP Pendampingan Koperasi
11. | SOP Pelaksanaan Uji Kelayakan dan
Kepatutan (UKK) bagi Pengurus dan
Pengawas Koperasi
12. | SOP Verifikasi Teknis Persyaratan Izin Usaha
Simpan Pinjam Koperasi
13. | SOP Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi
14. | SOP Pelayanan Surat Pencatatan Pelaporan
Perubahan Pengurus dan Pengawas Koperasi
15. | SOP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
Koperasi
16. | SOP Penyelenggaraan Kemitraan Koperasi
17. | SOP Fasilitasi Pameran bagi Koperasi
18. | SOP Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat
Kota Bandung
19. | SOP Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Koperasi
2. | SOP Usaha Mikro 1. | SOP Penyelenggaraan Temu Bisnis Usaha
Mikro
2. | SOP Pelayanan Surat Rekomendasi
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Mikro
3. | SOP Seleksi Pendamping Usaha Mikro
4. | SOP Pendampingan Usaha Mikro
5. | SOP Fasilitasi Kemasan Produk Usaha
Mikro
6. | SOP Pendataan Usaha Mikro Melalui Sistem
Informasi Kewirausahaan Terintegrasi
(SIRKUIT)
7. | SOP Pelayanan Surat Keterangan Usaha
Mikro
8. | SOP Fasilitasi Galeri Sarana Layanan
Pemasaran Koperasi dan UMKM (SALAPAK)
9. | SOP Fasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro




NO JENIS SOP NO NAMA SOP

10. | SOP Penyusunan Regulasi Usaha Non
Formal

11. | SOP Sosialisasi Regulasi Usaha Non Formal

12. | SOP Rapat Koordinasi Tim Koordinasi
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima

13. | SOP Fasilitasi Makan dan Minum Lapangan
Tim Koordinasi Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

14. | SOP Pendataan Usaha Non Formal Melalui
Sistem Informasi Pedagang Kaki Lima
(SIPKL)

15. | SOP Pelayanan Kartu Tanda Pengenal
Pedagang Kaki Lima

16. | SOP Seleksi Pendamping Usaha Non Formal

17. | SOP Pendampingan Usaha Non Formal

18. | SOP Bimbingan Teknis Usaha Non Formal

19. | SOP Fasilitasi Promosi Usaha Non Formal

20. | SOP Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Usaha Mikro

3. | SOP Kesekretariatan 1. | SOP Surat Masuk Online

2. | SOP Surat Keluar Online

3. | SOP Pengajuan Cuti

4. SOP Pengajuan Kartu Istri/Kartu Suami

5. | SOPPengajuan Pensiun

6. | SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

7. | SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat

8. | SOPPengajuan Satya Lencana

9. | SOPPengajuan Tugas Belajar

10. | SOP Pengajuan Pencantuman Gelar

11. | SOP Pengajuan Pemberkasan PNS

12. | SOP Pengelolaan Arsip

13. | SOP Pemindahan Arsip Inaktif

14. | SOP Peminjaman Arsip

15. | SOP Alih Media Arsip

16. | SOP Pemusnahan Arsip

17. | SOP Penyusunan Laporan Keuangan

18. | SOP Pengajuan Gaji

19. | SOP Pengajuan Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP)

20. | SOP Pencairan Uang Persediaan (UP)

21. | SOP Pencairan Ganti Uang Non Kartu Kredit
Pemerintah Daerah (GU Non KKPD)

22. | SOP Pencairan Ganti Uang Kartu Kredit
Pemerintah Daerah (GU KKPD)

23. | SOP Pengajuan Ganti Uang Nihil (GU Nihil)

24. | SOPPencairan Tambah Uang (TU)

25. | SOP Pencairan Tambah Uang Nihil (TU Nihil)

26. | SOP Pencairan Langsung (LS}

27. | SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP)

28. | SOPPenyusunan Rencana Strategis
(Renstra)

29. | SOPPenyusunan Rencana Kerja (Renja)

30. | SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)

31. | SOP Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)




NO JENIS SOP NO NAMA SOP
32. | SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA)
33. | SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui
SIMONIK
34. | SOP Pelayanan Pengaduan Melalui SP4N-

LAPOR!

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN




NOMOR SOP : 004.021.14/063-2025
DINAS KOPERASI| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 6 Agustus 2025 pukul 13.03
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: 1] November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Penyelenggaraan Temu Bisnis Usaha Mikro
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait usaha mikro

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Kompumfll'.aptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat penyelenggaraan
temu bisnis usaha mikro

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Menyusun rencana pelaksanaan
kegiatan temu bisnis usaha mikfo

temu bisnis usaha mikrg

kegiatan: 2. Jumiah
paserta: 3. Lokasi
pelaksanaan kegiatan: 4.
Penentuan narasumber;
5. Susunan acara 6.
Sural undangan

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kewi hi o
Pengembang Kewirausahaan
Kelengkapan
Katim Kemitraan dan Jaringan UM Kabid Usaha Mikro (Pertama) ngkapa Wakty Output
] Data profil usaha mikro 90 Menit Konsep laparan rencana
Menyusun laporan rencana kegiatan kegiatan temu bisnis
ternus bisnis usaha mikro usaha mikro
4
q
] Konsep laporan rencan; 15 Menit Laporan rencana kegiatan
Mamariksa konsep laporan revcana Tidak kegiatan temu bisnis temu bisnis usaha mikro
kegiatan temu bisnis usaha mikre usaha mikro
Ya I
et
L Laporan rencana kegiat:n 120 Menit 1. Jadwal pelaksanaar

Metaksanakan kegiatan temu bisnis
usaha mikra

1. Jadwal pelaksanaan
kegiatan 2. Jumlah
peserta 3. Lokasi
pelaksanaan kegiatan 4.
Penentuan narasumber &
Susunan acara 6. Surat
undangan

8 Jam

Lapotan Hasil Temu
Bisnis Usaha Mikro




NOMOR SOP : 004.021.14/061-2025
DINAS KOP ERASI D AN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 6 Agustus 2025 pukul 07.42
DAN MENENGAH TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : “ NDVUT\LCP 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
Nama SOP - Pelayanan Sura si Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Mikro
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tenlang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait usaha mikro

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

X Komputer/iaptop;
2. Printer;

3. Jaringan Internet;
4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat pelayanan surat
rekomendasi penyelenggaraan kegiatan usaha mikro

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kogistan Pengembang Kot
Kabld Usaha Katim Kemitraan Kepala Sub
Kewirausah la Dinas Kele an ‘Waktu o
Mikro dan Jaringan UM rausahaan Bagian Umpeg Sekretaris Dinas Kepal na ngkap utput
(Pertama)
Menerima disposisi pengajuan Surat Disposisi surat 5 Menit Disposisi surat
Reiomendasi Penyelenggaraan
Kegiatan LUisana Mikro AN
Menugaskan untuk membuat Surat Disposisi surat 5 Menit Disposisi surat
Rekomendasi Penyelenggaraan
Kegatan Usana Mikro
Menugaskan untuk membuat Surat Disposisi surat 5 Ment Disposisi surat
Rekomendasi Penyeienggaraan
Kegsatan Usaha Mikro
Memibuat Surat Rekomendasi Disposisi surat 15 Menit Konsep Surat
Petyelenggaraan Kegiatan Usaha Mikro Rekomendast
Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Mikro
Memeriksa Surat Rekomendas: Ya Tidak Konsep Surat 5 Meni: Konsep Surat
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Mikro Rekomendasi Rakomendasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Mikro Kegiatan Usaha Mikra
Memeriksa Surat Rekomendasi dak Konsap Sural 5 Meni Konsep Surat
Penyelenggaraan Kegiatan {Usaha Mikro Rekomendasi Rekomendasi
/ Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kegiatan Uszha Mikro Kegiatan Usaha Mikro
Memberi nomor Surat Rekomendasi Ya Konsep Surat 5 Menil Konsep Surat
Penyetenggaraan Kegiatan Usaha Mikro Rekomendasi Rekomendasi
Penyelanggaraan Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Mikro Kegiatan Usaha Mikro




Mutu Baku

Penyeienggaraan Kegiatan Usaha Mikro

Kegiatan Usaha Mikro

Kegiatan Usaha Mikra

Pelaksana
Keglatan Pengembang Ket
Ne Kabid Usaha Katim Kemitraan Kewirausahaan B: c.paI:’Suh Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutpust
an Um
Mikro dan Jaringan UM {Pertama) 9 pog
f Tidak
|
R dasi Ya Konsep Surat 5 Menit Kansep Surat
8 Memenksa Surat Rekomendasi Rekomencasi Rekomendasi
Penyelenggaraan Kegiatan Usana Mikro Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Mikro Kegatan Uszha Mikro
. ' Konsep Surat 5 Menit Surat Rekomendasi
9 Menandatangani Sura!_ Bekzme:da:;m Rekomendasi Penyelenggaraan
Penyslenggaraan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Mikro
Kegiatan Usaha Mikro
] Surat Rekomendasi 15 Menit Surat Rekomendasi
o Menyampaikan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan




NOMOR SOP : 004.021.14/060-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 5 Agustus 2025 pukul 09.04

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : 1| November 2.025

DISAHKAN OLEH KEPALA DI OPER B\AN USAHA
TABANDUNG

e 9001

Nama SOP : Seleksi Pendamping Usaha Mikro

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1_Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2_Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait usaha mikro

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputenl_aptop;
2. Jaringan Internet;
3. Smartphone
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses seleksi
pendamping usaha mikro

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pengembang P N Ket
Kewirausahaan Katim u:e aan Kabid Usaha Mikro Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
{Pertama)
umman penerimaan calan Kriteria dan persyaratan 60 Menil Kensep pengumuman
Pent Usaha Mikro calon Perdamping Usaha penerimaan calon
Mikro pandamping usaha mikro
Memetiksa perigumuman penermaan Tidak Ya Konsep pengumuman 5 Menit Konsep pengumuman
caton Pendamping Usaha Mikro penerimaan calon penenmaan caion
Pendamping Usaha Miko Pendamping Usaha Mikre
i -
Mermeriksa pengumuman penenmaan Tidak va Konsep pengumuman 5 Menit Konsep pengumuman
calon Pendamping Usaha Mikro penerimazn calon pererimaan calon
Pendamping Usaha Mikn Pendampmng Usaha Mikre
Memerixsa panguMUMan penermaan Tidak Ya Konsep pengumurman 5 Menit Korsep pengumuman
calon Pendamping Usaha Mikro penerimaan calon penerimaan cakn
Pendamping Usaha Mikn Pendamping Usaha Mikro
Memeriksa pengumuman penermaan Tidak Konsep pengumuman 5 Menil Pengumuman penerimaan
calon Pendamping Usaha Mikro penerimazn calon calon Pandamping Usaha
Pendamping Usaha Mikrd Mikrao
Ya
by .
+ , ,
Menyampaikan pengumuman penarimaan Pengumuman penerimaan 5 Menit Formulr pendaftaran online
calon Pendamping Usanha Mikro calon Pencamping bUsaha cafon Pendamping Usaha
Mikro Mikra
Menerima berkas pendaftaran calon Formulir pendaftaran onlire 5 Menit Berkas pendaftaran calon
Pendamping Usaha Mikro calon Pendamping LUsaha Pendamping Uszha Mikro
Mikro




Mutu Baku

Pendamping Usaha Mikro

Calon Pendamping Usahsa
Mikro

Calon Pendamping Usaha
Mikro

Peiaksana
No Hagintan ngem Ket
Pe bang Katim Pemberdayaan
Kewirausahaan UM Kabld Usaha Mikro Seicrstaris Dinas Nepajz Dinas Kelengkapan Waktu Output
(Pertama)
A
a Meiamuken soleksi berkas pendaftaran Berkas pendaltaran calon 15 Menit Daftar nama calon
Bendarnping Usaha Mikro Pendampng Usaha Mikro Pendamping Usaha Mikro
caoft yang mermenubi kritara
9
g9 Membual surat undangan seleks calon Daftar nama calon 18 Menit Surat undangan seleksi
Pend ng Lsaha Mikro Pendamping Usaha Mikro calon Pendamping Usaha
i yang memenuhi krileria Mikro
+
10 Messkuian seleksi calon Pendamping Surat undangan seteksi 3 Hari Berita Acarz Hasil Seleksi 1 Tes
Mikro calon Pendamping Usah: Calon Pendamping Usaha Kompetensi
Mikro Mikro tertulis 2.
Tes
wawancara
3. Psikotes
1
1 M ixsa laporan hasll selsksi calon Tidak Ya Laporan hasil seleksi calon 18 Menit Laperan hasil seleksi calon
Pend: ing Usaha Mikio \/ Pendamping Usaha Mikrc Pendamping Usaha Mikro
L
12 Menerima taporan hasil seleksi calon t.aporan hasil sefeksi calon 5 Menit Laporan hasil seleksi calon
Pendamping Usaha Mikro Pendamping Usaha Mikro Pendamping Usaha Mikro
e v —
1 — s :'r Q
13 Meryusun Berita Acara Penetapan Calon Laporan Hasil Seteksi 15 Menit Berila Acara Penetapan




Pelaksana
No Kegiatan
Pengembang Katim Pemberdayaan Ket
Kewirausahaan UM Kabid Usaha Mikro Sekretaris Dinas Kepala Dinas Keiengkapan Waicty Output
(Pertama)
14 Menandatangani Berita Acara Fenetapan Berita Acara Penetapan 5 Menit Berita Acara Penetapan Tim Seleksi
Calon Pendamping Usaha Mikro Calon Pendamping Usata Calon Pendamping Usaha sesuai SP
Mikro Mikro Kepata
Dinas
15 Menyusun SX Penetapan Calon Berita Acara Penetapan 15 Menit Kensep SK Penetapan
ing Caion Pendamping Usaha
Mikro
15 Memerksa SK Penetapan Tidak Ya Konsep SK Penetapan 15 Menit Kensep SK Penetapan
17 Menandalangani SK Penetapas Konsep SK Penetapan § Menit SK Fenetapan
18 Menvusun Kontrak Kerja Pendamping SK Penetapan 15 Mendt Konsep Konrak Kerja
Usaha Mikro Pendamping Usaha Mikro
1§ Menandatangani kontrak kerja Pendamping Konsep kontrak kerja 5 Memt Konirak kerja Pendamping
Usaha Mikro Pendamping Usaha Mikro Usaha Mikra
20 Menyerahkan kantrax kerja Pendamping ) Kontrak kerja Pendamping 60 Menit Konltrak kerja Pendamping

Usaha Mikro

Usaha Mikro

Usaha Mikre




NOMOR SOP - 004.021.14/064-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 6 Agustus 2025 pukul 14.00
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | - 11 November 2025
KEPALA DINAS RAS|DAN USAHA KEGIL DAN
DISAHKAN OLEH s WJ“ \! \WRUNG
Nama SOP : Pendampingan Usaha Mikro

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kefja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;

3. Memahami regulasi terkait usaha mikro;

4. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;
5. Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat proses pendampingan
usaha mikro

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Pengembang Kewirausahaan {Pertama) Katim Pemberdayaan UM Kabid Usaha Mikro Kelengkapan Wakiu Qutput
Mengidentifikasi daia calon pengusaha Data profil usaha mikro 30 Menit Dala pengusaha mikro
mikro yang akan didampingi yang akan didampingi
Mermbuat daftar pengusaha mikre yang Data pengusaha mikro 45 Menit Daftar pengusaha mikro
akan didampingi yang akan didampingi yang akan didampingi
Memeriksa daftar pengusaha mikro yang Tidak Datar pengusaha mikro 15 Manit Caftar pangusaha mikro
akan didampingi yang akan didampingi yang akan didamping;
Ya
-
Menyusun rencana pergeiciaan dan Dafar pengusaha mikro t Hari Dokumen rencana
pengembangan usaha yang akan didampingi pendampingan usaha
I mikro
J e —
v
<ia ikan dokusmen rencana Dokumen rencana 120 Menit Dokumen rencana Sasialisasi
mpingan usaha mikro pendampingan usaha pendampingan usaha Pendamping
mikro mkro Usaha Mikro
i 30
Kecamatan
Memcnitoring kinerja Pendamping Usaha Dokumaen rencana 90 Menit Laporan Kinerja
Mikro pengampingarn usaha Pendamping Usaha Mikro
mikro
Lapoaran Kinerja 60 Mentt Laporan Hasi

Merekapitulasi Laporan Hasil
Pendampingan Usaha Mikro

Pendamping Usaha Mikro

Pendampingan Usaha
Mixro




Pelaksana Mutu Baku
Keplatan Ket
Pengembang Kewirausahaan (Pertama) Katim Pemberdayaan UM Kabld Useha Mikro Kelengkapan Walktu Output
Menerima Laporan Hasil Pendampingan Laporan Hasil 5 Menil Laperan Hasil
Mikro Pendampingan Usaha Pendampingan Usaha
Mikro Mikro
T Laporan Hasit 5 Menil Laperan Hasil

Menarima Laporan Hasit Pendampingan
Usaha Mikro

Pendampingan Usaha
Mikro

Pandampingan Usaha
Mikrc




NOMOR SOP : 004.021.14/076-2025
DINAS KOPERAS| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2025 pukul 13.35
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN |: 1| NOVCm\)Cr 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DI /.u:-'{:x‘w KECIK DAN
NG
Nama SOP : Fasilitasi Kemasan Produk Usaha Mikro

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kola Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki pengetahuan terkait standar kemasan produk yang baik;
3 Memahami regulasi terkait usaha mikro

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. KomputerLLaptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat proses fasilitasi
kemasan produk usaha mikro

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Menyerahkan kemasan produk usaha
mikro

Mikro

Mikro

Pelaksana Mutu Baku
Ket
v haan
Pengembang Kewtrausahas Katim Pemberdayaan UM Kabid Usaha Mikro Kelengkapan Waktu Output
(Pertama)
Formuiir pendafaran 16 Menit Formulir pendaftaran Link dibuat melalui
an fasilitas . .
Mermbuat ink pendafiaran onfine online sirkuit.bandung.go..id
kemiasan prodilk usaha mikre
R
o ima st Formuiir pendafiaran 5 Menit Data caion penerma Melalu website
i 0 [}
Merierma data :a ”nzeka oniine tassitasi kemasan produk | sirkuit bandung.go.id
kemasan produk usa usaha mikro
) ma fasiitas Data calon peanerima $O Menit Daftar calon penerima
Melakukan kurasi caion pesﬂ fasilitas: kemasan produk fasiitasi kemasan produk
kemasan procuk usaha mikra usaha mikro usaha mikro
A
. Daftar calon penefima 15 Menit Bafar penerima fasilitasi
i ilitasi Ya
Memerksa daftar calen pe:enrna fasiita: Tidak fasilitasi kemasan produk kemasan produk usaha
kemasan produk usaha mekia usaha mikro mMixro
fasitias Daftar penerima fasilitasi § Menit Daftar penerima fasilitasi
Menenma dafiar penenma fassias kemasan produk usaha kemasan produk usaha
kemasan produk usaha mikro mikro mikra
o - Daftar penerima fasiitasi 45 Mentt Data proftl penerima Koordinasi kepada
Mengkoordinasikan proges ce kemasan produk usaha fasilitasi kemasan produk | Percetakan
kemasan produk usaha mikra mikro usaha mikro
K usaha mikro Data profil penerima § Menit Kemasan Produk Usaha
Menenma kemasan produk usaha m fasiitas: kemasan produk Miaro
usaha mikio
4 Kemasan Produk Usaha SMenit Kemasan Produk Usaha




NOMOR SOP : 004.021.14/062-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 6 Agustus 2025 pukul 12.28

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : 1] NUVCI‘T\bCr 2025

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KOPERASI IL DAN

Pembina Ting 5I
1g8g161001
o

Nama SOP : Pendataan Usah; Mikro id;lalui Sistem Informasi
Kewirausahaan Terintegrasi (SIRKUIT)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kola Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memahami regulasi terkait usaha mikro;
3. Memiliki kernampuan di bidang teknologi dan informasi

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
[ ]
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Server
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses pendataan
usaha mikro melalui SIRKUIT

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Keglatan

Ket

Menerima berxas pendaftaran usaha
mikro

1. Ukuran file kurang
dari 1 MB dengan
format fite JPG 2.
Diakses melalui
lama

sirkuit bandung.go id

Memverifikasi berkas pendaftaran
usaha mikro

Ciakses melaiui
lama
sirkuit bandung.go.id

Menyimpan data usaha mikro

Pelaksana Mutu Baku
Pengembang Kewirausahaan (Pertama) Kelengkapan Waktu Output

1 File KTP 2. File NPWP | 5 Menit 1. Fite KTP 2. File NPWP

mad 3. File foto produk 4 File 3. File foto produk 4. File
pas foto pas fate

Tidak

1. File KTP 2. File NPWP 15 Menit Data profil usaha mikro

— 3. File foto produk 4. File
pas folo

Ya
i
5 Menit Data profil usaha mikro

Data profil usaha mikro

Diakses melalui
lama
sirkuit.bandung.go.id




NOMOR SOP - 004.021.14/059-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 4 Agustus 2025 pukul 13.52
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN 1 Novermber 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS, KS SAHA KECIL DAN
2
Rgka
$989101001
Nama SOP : Pelayanan Surat Keterangan Usaha Mikro

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami ketentuan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual {HAKI)

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputeriaptop;
2. Printer;

3. Jaringan Internet;
4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP fidak dilaksanakan akan menghambat pelayanan surat
keterangan usaha mikro

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Ket
Keglatan Pengembang Katim Kabld Usaha Kepala Sub
Sekretarls Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kewirausahaan Pemberdayaan Mikro Bagian Umpeg
(Pertama) um
1. Fotocopy KTP 2 5 Menit 1. Folccopy KTP 2
MW""‘? pengajuan Surat Keterangan — Fotocopy NIB 3. Fotocopy Fotocopy NIB 3. Fotocopy
Usaha Mikro NPWF 4. Foto Produk 5. NPWP 4. Foto Produk 5.
Tidak Sampel Produk Sampe! Produk
{
. 1. Fotocopy KTP 2. 15 Menit Data profit usaha
Merverifikasi data permononan Surat ] Fotocopy NIB 3. Fotocopr
Keterangan Usaha Mikro NPWP 4. Foto Produk 5.
Sampel Produk
Ya
Data profil usaha 15 Ment Konsep Surat Keterangan
Membual Surat Keterangan tJsaha Mikro Usaha Mikro
Konsep Surat Keterangan 5 Menit Konsep Surat Keterzargan
Memeriksa Surat Keterangan Usaha Mikro Tidak Ya Usaha Mikro Usaha Mikro
) va Konsep Surat Keterangan 5 Menit Kohsep Surat Keterangan
Mearmeriksa Surat Ketarangan Usaha Nikio Tiogk Usaha Mikro Usaha Mikro
Konsep Surat Keterangan § Menit Konsep Surat Keterangan
stermben nomor Surat Keterangan Usana Usaha Mikro Usaha Mikro
Neiaa
) Konsep Surat Keterangan S Menit Konsep Surat Keterangan
Memenksa Surat Keterangan Usaha Mikro Tidak Usaha Mikro Usaha Mikro
Ya




Pelaksana
Keglatan Katim Ket
Pengembang a Kabid Usaha Kepala Sub
Kewirausahaan Pemberdayaan Mikro Bagian Um Sekretaris Dinas Kepaia Dinas Kelenghapan Waktu Cutput
(Pertama) UM Peg
Menandatangani Surat Keterangan Usaha Konsep Surat Keteranga1 5 Menn, Sural Keterangan Usaha
Mikro Usaha Mikro Mikro
Menyampaikan Surat K 1gan Usaha \l Surat Keterangan Usaha 15 Menit Surat Keterangan Usaha

Mikro

Mikro




NOMOR SOP : 004.021.14/081-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 21 Agustus 2025 pukul 08.28

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | 11 November 2025

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
ﬂENENGAH KOTAQ UNG

\“"“Tiys. K
\ \' Pembi
'w\mm@g{omm

Nama SOP : Fasilitasi Galeri Sarana Layanan Pemasaran Koperasi
dan UMKM (SALAPAK)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;

3. Memahami regulasi terkait usaha mikro;

4. Memahami tentang standarisasi mutu baku produk

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;

5. Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses fasilitasi galeri
SALAPAK

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Pengembang Kewirausahaan (Pertama) Katim Pengembangan UM Kabld Usaha Mikro Kelengkapan Waikty Output
Membuat Iink pendaftaren fasilitasi gater: Formulir pendaftaran onine | 5 Menit Formulir pendaftaran online
SALAPAK
+
Menerima data calon lenant fasiktasi gateri Formulir pendaftaran onlhe | 5 Menit Data calon tenant gater
SALAPAK SALAPAK
]
+
Melzkukan kurasi calon tenant galeri Data calon tenant galeri 120 Menit Daftar calon lenant galeri
SALAPAK SALAPAK SALAPAK
Memeriksa daftar calon tenant galen Tidak Ya Dattar calon tenant galeri 15 Menit Dafar tenant galeri
SALAPAK SALAPAK SALAPAK
§
Menenma datar tenant galeri SALAPAK Daftar tenant galeri § Menit Dafar tenant galeri
SALAPAK SALAPAK
]
Meiakukan koardinasi kepada para tenant Daftar tenant galeri 30 Menit Dala produk usaha
galeri SALAPAK SALAPAK
|
+
Menerima procuk usaha dari tenant galen Data produk usaha 30 Ment Produk uszha
SALAPAK
1
+
Menyusun Berita Acara Serah Terima Produk usaha 15 Menit Konsep Berita Acara Serah
Produk Usaha Mikro Terima Produk Usaha
Mikro




Mutu Baku

Produk Usatka Mikro

Pelaksana
No #Hegiatan
Pengembang Kewirausahaan {Partama) Katim Pengembangan UM Kabid Usaha Mikro Kelengkapan Waktu Output
Menssdatanganl Berita Acara Serah Konsep Berita Acara Serah 1 15 Menit Berila Acara Serah Terima
° T.: :mwkro Terima Produk Usaha Produk Usaha Mikro
Teritits Produk Usaha ol
yefaFi Sarah Terima Berita Acara Serah Terima 15 Menit Berta Acara Serah Terima
10 Menyetarikan Benta Acara Produk Usaha Mikro Produk Usaha Mikro




NOMOR SOP : 004.021.14/082-2025
D| NAS KOPERASI DAN USAHA KEC| L TANGGAL PEMBUATAN : 21 Agustus 2025 pukul 02.31
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : 1| Npvember 2026 /
DISAHKAN OLEH
oo
Nama SOP : Fasilitasi PameraiiProduk Usaha Mikro
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan | 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Memahami regulasi terkait usaha mikro;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang 4. Memahami tentang standarisasi mutu baku produk

Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan

1. Komputerll'aptop;
2. Jaringan Internet;

3. Printer;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Smartphone
Peringatan Pencatatan & Pendataan
1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat proses fasilitasi 1. Tercatat di arsip manual dan digital

pameran produk usaha mikro




Flowchart

Pelaksana Mutu Baky
Kegiatan ngem! athm
Kt:t' h::: P . bangan Kabld Usaha Kepala Sub Sekretarls Dinas Kepala DI K
ausahaan engembang Mikro Baglan Umpeg epala Dinas slengkapan Waka Output
(Pertama} um

Membuat fink pendafiaran fasilltasi Formulir pendafiaran onine | 5 Menit Formulir pendattaran onfine
pameran produk usaha mikro

Menerima data calon tenant fasiitasi Formulir pendaftaran onine § Menit Dala calon tenant pameran
pameran produk usaha mikro produk usaha mikro
Metaiukan kurasi calon tenant pameran Data calon lenant pamenn 120 Menit Datar calon tenant

produk usaha mikro produk usaha mikrg pameran produk usaha

mikro
Memenksa daftar calon tenant pameran Tidak Ya Daftar caion tenant 15 Menit DaRar tenant pameran
prowuk usaha mikro pameran produk usaha produk usaha mikro
mikro
Menerima daflar tenant pameran produx Daftar tenant pameran 5 Menit Daftar tenant pameran
usaha mikro produk usaha mikro produk usaha mikro
A
Menyusun Surat Pemberitahuan Fasistasi Daftar tenant pameran 15 Menit Konsep Surat
— produk usaha mikro

Pameran Produk Usaha Mikro

L




Mutu Baku

Pelaksana
No Kegiatan Pengemban Katim
Kﬁmuaaha:n Pengembangan Kabid Usaha Kepala Sub Sekretaris Dinas Kepala D et
gembanga Mikro Bagian Umpeg n epala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
{Pertama) UM
3
7 Memeriksa Surat Pemberitahuan Fasilitas: Tidak Ya Kongep Surat § Menit Kensep Surat
Pameran Produk Usaha Mkro
y
8 Memeriksa Surat Pemberahuan Fasilitasi Tiedk Ya Tidak Konsep Surat 5 Menit Konsep Surat
Pamsran Produk Usaha Mikro
9 samberi nomor Surat Pemberitahuan Konsep Surat 5 Menit Konsep Surat
Fasiltasi Pameran Produk Usaha Mikro
10 Merneriksa Surat Pemberitanuan Fasilitasi Ya Konsep Surat 5 Menit Konsep Surat
Pameran Produk Usaha Mikro
1 Menandatangani Surat Pemberiahuan Konsep Surat 5 Menit Surat Pemberitahuan
Fasittast Pameran Produk Usaha Mikso Fasililas| Pamaran Produk
Usaha Mikro
2 Menyerahkan Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan 10 Merit Surat Pemberitahuan Menyerahkan
Fasiitasi Pameran Produk Usaha Mikro Fasiiitasi Pameran Produk Fasilitasi Pameran Produk | kepada
Usaha Mikro Usaha Mileo pengusaha
mikro yang

bersangkutan




NOMOR SOP : 004.021.15/074-2025
DINAS KOPERASI| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 43 Agustus 2025 pukul 10.06
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: {1 November 2026

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Penyusunan Regulasi Usaha Non Formal
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraluran Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memifiki kemampuan dalam mengaoperasikan komputer;
2. Memahami regulasi terkait usaha non formal;
3. Memiliki kewenangan dalam penyusunan regulasi usaha non formal

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

[ 4

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat penyusunan regulasi
usaha non formal

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Kabid Usaha Non Formal Katim Koordinas! dan Sinkronisasi PUM Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan rapat pembahasan Tm Format SK Tim Penyusun 120 Menit Konsep SK Tim Penyusun
Penyusunan Regulasi Usaha MNon Formal Regutasi Usaha Non Regulasi Uszha Non
._J Formal Formal
Menandatangani SK Tim Penyusun Tidak Konsep SK Tim Penyusun 10 Menit SK Tim Penyusun Reguiasi
Regulasi Usaha Non Formal Regulasi Usaha Non Usaha Non Format
eg Formal
Ya
f e 1
‘ N
Melaksanakan rapat internal pembahasan SK Tim Penyusun Regulasi | 5 jam Draft regulasi usaha non
penyusunan reguiasi usaha non formal Usaha Non Formal formai
1
‘ .
selaksanakan forum group discussion Draft regulasi usaha non 5 Jam Draft reguiasi usaha non
{FGD) penyusunan regulas; usaha non formal format
format
Membahas hasil kajian penyusunan Draft regulasi usaha non 5 Jam Draft reguiasi usanha non Kajian
reguasi usaha non format formal formal dilaksanakan
oleh
Akademisi
Melaksanakan forum group discussion Draft reguiasi usaha non 5 Mend Dratt regulasi usaha ron
(FGD) hasil kajian penyusunan regulasi formal format
zsaha non format
Draft regulasi usaha non 1 Jam Draft reguias) usaha non

Mengajukan draft regulasi usaha non
format

formal

formal




DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

NOMOR SOP : 004.021.15/085-2025
TANGGAL PEMBUATAN : 25 Agustus 2025 pukul 12.55
TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : |1 NUVQMber 2025
DISAHKAN COLEH KEPALA DINASHOP =; a;\‘ USAHA KECIL DAN
i KOTABANDUNG
¢
i
Nama SOP : Sosialisasi Regulasi Usaha Non Formal

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 lentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memahami tentang Pengembangan usaha non formal;
2. Memahami regulasi terkail usaha non formal;
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

*

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
sosialisasi regulasi usaha non formal

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Peiakssna Mutu Baku
) Ket
o Pengembang Kewirausahaan Katim Koordinasi dan Sinkronisasl Kabid Usaha Non Formal Kelenghapan Waktu Output
{Pertama) PUM
. . ofil usaha non Data profit usaha non 30 Menit Daftar kecamatan yang
Mem ‘W a::a d;erm:n sosialisasi formal akan diberikan sosiatisasi
Y
N o 4 Daftar kecamatan yang 45 Menit Dafiar pesenta sosialisasi
vielatukan koordinasi dengan akan diberikan sosialisasi
|
)
" arsiapkan n sosiglisas Data peserta sosia'isasi 2Han 1. Jadwal pelaksanaan
S8 patakianaan o kegialan; 2. Jumiah
pesenta; 3 Lokasi
pelaksanaan kegiatan: 4.
Penentuan narasumber;
5. Susunan acara; 6.
Surat undangan
1. Jadwal pelaksanaan 4 Jam Laporan Pelaksanaan

Melaksanakan sosialisasi regutasi UNF

kegiatan; 2. Jumiah
peserta; 3. Lokasi
pelaksanaan kegiatan; 4
Penentuan narasumber;
5. Susunan acara; 6.
Surat undangan

Sosialisasi Regulasi
Usaha Nonh Formal




DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

NOMOR SOP : 004.021.15/083-2025
TANGGAL PEMBUATAN - 22 Agustus 2025 pukul 07.53
TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN
DISAHKAN OLEH
.
Nama SOP - Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 lentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintzhan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami regulasi terkait usaha non formal;
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis l;(anlor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan rapat
koordinasi Tim Koardinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Memberi nomor surat

Ya

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Katim Koordinasi Pengembang Kot
Kepala Sud
Kabid Usaha Hon dan Sinkronisasi Kewirausahaan P Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Formal Bagian Umpeg
PUM (Pertama)
Menerima disposisi surat } Disposisi surat 5 Menit Disposisi sural
o ( po: Surat
1 terkait
aduan PKL
atau
arahan
pimpinan
Merrerima disposis: surat Disposisi surat b Menit Disposisi surat
]
Menugaskan untuk menyusin surat Disposisi sutat 5 Menit Disposisi surat
undangan
Menyusun konsep sural undangan Disposisi surat 75 Menit Konsep sural undangan
Memeriksa konsep surat undangan Ya @ Tdak Konsep surat undangan § Menit Konsep surat undangan
Memeriksa konsep surat undangan Tidah Konsep sural undangan 5 Menit Kensep surat undangan
Konsep surat undangan 5 Menil Konsep surat undangan




Mutu Baku

Koordinasi Penataan dan

Pembercayaan Pedagang

Kaki Lima

Pelaksana
Ket
Ho Keglatan Katim Koordinasi Pengembang
Kabid Usaha Non dan Sinkronisasi Kewi ahaan B::Ip:lzsw Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Walt Output
an Umpeg
Formai PUM (Pertama)
4 Tidak
|
a iksa konsep surat undangan Ya Konsep surat undangan & Menit Konsep surat undangan
3 datangan: surat undangan Konsep surat undangan 5 Menit Svrat undangan
) . Surat undangan 126 Menit 1. Surat undangan. 2.
rsiapkan rapat koordinasi
10 Mempersiap pa Da‘tar hadir; 3. Paparan
- sanakan rapat koordinasi 1. Surat undangan; 2. 120 Menit Laporan Pelaksanaan
Daftar hadgir: 3. Paparan Rapat Koordinasi Tim




NOMOR SOP : 004.021.15/084-2025
DINAS KOPERAS| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 22 Agustus 2025 pukul 08.08
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : {1 Npvember 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP - Fasilitasi Makan dan Minum Lapangan Tim Koordinasi

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami regulasi terkait usaha non formal;
3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan SKPD fain

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Iianlor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan fasilitasi
makan dan minum lapangan Tim Koordinasi Penataan dan
Pemberdayaan PKL

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Katim Koordinas| Pengemban Kat
Kabid Usaha Non o 9 Kepaia Sub
F i dan Sinkrornisasi Kewirausahaan an Umpeg Sekretaris Dinas Kepata Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
orma PUM (Pertama) Bag!
Meneri isoosisi surat Disposisi surat 5 Menit Disposisi surat
Menerima disposisi surat Disposisi surat 5 Menit Disposisi surat
]
Mengidentfikasi kebutuhan makan dan Disposisi surat 30 Menit Data kebuluhan maxan
minum lapangan dan minum lapangan
Memerkaa data kebutuhan makan dan Tlaak Data kebutuhan makan 15 Menit Data kebuluhar makan
minum lapangan dan minum lapangan dan minum lapangan
P
— ¥
Metryusun konsep surat jawaban Data kebutuhan makan 15 Menit Kensep surat jawaban
fasittasi mamin lapangan dan minum lapangan
b
Memerlksa konsep sural jawaban Ya Tidak Konsep surat jawaban 5 Menit Memeriksa sura: jawatan
i#asi marin lapangan / fasilitasi mamin lapangar fasilitasi mamin lapangan
Memeriksa Konsep surat jawaban TidaK Konsep surat jawaban 5 Menit Konsep surat jawaban
fassitasi in lapangan fasiltas| mamin lapangan fasilitasi mamin lapangan
Ya
)




Mutu Baku

mamin lapangan

Pelaksana
Ho Keglatan Katim Koordinasi Pengemban
Kabid Usaha Non 9 Kepala Sub Ket
Formal dan Sinkronisasl Kewirausahaan Baglan Um Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
PUM {Pertama) 9 peg
{

8 Kemberi nomor konsep surat jawaban Tidak Konsep surat jawaban 5 Menit Konsep surat jawaban

tasiftas! marmin lapangan fagiitasi mamin lapangan fasifitass mamin lapangan
g9 mMemeriksa konsep sural jawaban Ya Konsep surat jawaban 5 Menit Konsep surat jawaban

fasditasi mamn lapangan fasilitasi mamin lapangan fasilitasi mamin {apangan
1e Menandatangam konsep sural jawapan Konsep surat jawaban 5 Menit Surat jawaban fasilitasi

tasiflasi memin tapangan fasilitasi mamin tapangan mamin lapangan
11 Mengirimkan surat jawaban fasititas: Surat jawaban fasilitasi 5 Menit Surat jawaban faslitasi

mamin lapangan manmin lapangan




NOMOR SOP

: 004.021.15/067-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 11 Agustus 2025 pukul 10.26

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: {{ Novamber 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pendataan Usahéﬁ'é’r’rﬁat Melalui Sistem Informasi

Pedagang Kaki Lima (SIPKL)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
3. Memahami regulasi terkait usaha non formal

Kelerkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan % Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat pendataan usaha non
formal

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Muty Baku
Keglatan — H— N s
Pengembang Kewirausahaan (Pertama) Kelengkapan Waktu Owutput
_ Usaha Non Formal 1. NIK 2. Nama Pelaku 5 Menil Data Usaha Non Format Data yang telah
Menerima Data | Usaha 3. Alamal Domisili diinput oleh
/ 4. Alamat Berusaha 5. Kewilayahan
Jenis Usaha 6. Ormnset melaiui website
Tidak sipkl.bandung.go.id
y
verdkasi Data Usaha Non Formai Data Usaha Non Formal 18 Menit Dala Usaha Non Formal
Ya
Data Usaha Non Formal & Menit Data Uisaha Non Formal

Menyimpan Data Usaha Non Formal




NOMOR SOP - 004.021.15/066-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 8 Agustus 2025 pukul 14.08
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN |: {] NOVzmlnr 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Pelayanan Kartu Tanda Pengenal Pedagang Kaki Lima

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komurnikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait usaha non formal

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

.

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelayanan kartu
pengenal pedagang kaki lima

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan
Pengoiah Data dan Informasi Katim Pendataan PPUM Kabld Usaha Non Format Kelengkapan Wakty Output
Merserima berkas persyaratan kartu 1. Formuiir pemyalaan 5 Menit Berkas persyaratan karty
pedagang kaki lma ; kewajiban PKL: 2 pengenal PKL
, Formulir permohonan
cetak kartu PKL; 3. Dala
profil PKL
Mermeriksa kelangkapan persyaratan Tidak Ya Berkas persyaratan Karu 15 Menit Berkas persyaratan kartu
kartu pengen#l pedagang kaxilima pangenal PKL pengenal PKL
‘/
L
Memeriksa kslengkapan persyaratan Tidak Berkas parsyaratan kari 15 Manit Berkas parsyaratan kartu
Kartu pengenal pedagang kakilima pengenal PKL pengenal PKL
Ya
[ — | —
¥
Mencetak kartu pengenal pedagang kaki Berkas persyaratan karla 15 Menit Kartu pengenal pedagang
lima pengenal PKL kaki lima
|
!
N Kartu pengenzi pedagarg 5 Menit Kartu pengenal pedagang

Menyerahkan kartu pengenal pedagang
kaki lima

kaki lima

kaki iima




NOMOR SOP : 004.021.1/070-2025
D| N AS KOPERAS| D AN US AH A KEC“_ TANGGAL PEMBUATAN : 11 Agustus 2025 pukul 13.27
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN
DISAHKAN OLEH
Nama SOP - Seleksi Pendamping Usaha Non Formal

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 lentang
Penalaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1_Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait usaha non formal

Kelerkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Smartphone
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses pendamping
usaha non formal

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Menerima berkas pendaftaran calon
Pencamping Usaha Mon Formal

caton Pendamping Usaha
Non Farmal

Pendamping Usaha Non
Formal

Pelaksana Muty Baku
Ket
Kegiatan Pengemban
M: " Katim Pendataan Kabid Usaha Non Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kewirausal PPUM Formal
(Pertama)
Kriteria dan persyaratan 60 Menit Konsep pengurnuman
Membuat psngumuman penerimaan calon calon Pendamping Usaha penerimaan calon
Pendamping Usaha Non Formal Non Formal pendamping usaha non
" formal
) ¥ Konsep penguruman 5 Menit Memeriksa pengumuman
Memarksa pengumuman penenmazan Tidak a penerimaan caton penerimaan calon
caton Fendamping Usaha Non Formal Pendamping Usaha Non Pendamping Usana Non
Format Formal
va Konsep pengemuman 5 Menit Kcnsep pengurmuman
Memariksa pengumuman penarmaan Tidak penerimaan calon penerimaan caicn
calon Pandamping Usaha Non Formal \ Pendamping Usaha Non Pendamping Usaha Non
Formal Formal
) Tidak Ya Konsep penigumuman 5 Menit Konsep pengumuman
Memerisa pengumuman penenmaan penerimaarn caion penerimaan calon
calon Pendamping Usaha Non Formal Pendamping Usaha Non Pendamping Usaha Nor
Formal Formal
Tidak Konsep pengumuman 5 Menit Pangumuman penarimaan
Memenksa pangumuman penermaan B penerimaen caion calon Pendamping Usaha
calon Pendamping Usaha Non Formal Pendamping Usaha Non Non Format
Ya Formal
—
' Pengumuman penerimaan 5 Menit Formullr pendaftaran online
pel
Menyampaikan pengumumman penenmaan calon Pendamping Usaha caion Pendamping Usaha
calon Pendamping Usaha Non Format Non Formal Non Formal
h Formulir pendaftaran online | § Menit Berkas pendaftaran calon




Mutu Baku

Perctamping Usaha Non Forrnal

Non Formal

NonFormal

Pelaksana
Ket
Kegiaian Pengembang "
" Kewi haan K Pendataan Kabid Usaha Non Sekretarls Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
rausa PPUM Formal
(Pertama)
_ Berkas pendaftaran caloy 15 Menit Daftar nama calon
8 Malakukan se!e?xsn berkas pend:ﬂararll Pendamping Usaha Non Pendamping Usaha Non
calon Pendamping Usaha Non Forma Formal Formal yang memenuhi
Krieria
{ caion Daftar nama calon 15 Menit Surat undangan seleksi
9 Membuat surst undangan seleklsn caion Pendamping Usaha Non calon Pendamping Usaha
Pendamping Usaha Non Farma Formal yang memenuhi Non Formal
kriteria
1
_ ) L Surat undangan seleksi 3 Hari Berita Acara Has! Seieksi
10 Melaiukan seleksi calon Pendamping calon Pendamping Usahs Calon Pendamping Usaha
Usaha Non Formal Non Formal Non Format
7 , | Tk va Laporan hasil seleksi caler | 15 Menit Laparan hasi selexsi calon
1 Mesnenksa laparan hasil seieks: calon 162 Pendamping Usaha Non Pandamping Usana Non
Pendamping Usaha Non Formal Formal Formei
) ) _ Laporan hasil seleksi caloy 5 Menit Laporan hasil seleksi calon
12 Menenrna laporan hasil seleksi calon Pendamping Usaha Non Pendamping Usaha Non
Pendamping Usaha Non Formal Eormal Formal
’ ]
Caion Laporan Hasil Seleksi 15 Menit Berila Acara Penelapan
13 Menyusun Berita Acara Penetapan Calol Calon Pendamping Usahs Calon Pendamping Usara




Mutu Baku

Pefaksana
o Kegiatan Ket
Pengembang Katim Pendataan Kabid Usaha Non
Kewirausahaan Sekretaris Dinas Kepala Dinas. Kelenghapan Waktu Qutput
PPUM Formal
(Pertama)
4
14 Menandatangani Berita Acara Penetapan Berita Acara Penetapan 5 Menit Bearita Acara Penetapan Tim Selekst
Cafon Pendamping Usaha Nor: Formal Calon Pargamping Usaha Calon Pendamping Usaha sesual SP
Non Formal Non Formal Kepala
Dinas
15 Menyusun SK Penstapan Calon Berita Acara Penetapan 15 Menit Konsep SK Penetapan
Pendamping Calon Pendamping Usala
Non Formal
16 Memeriksa SK Penetapan Tidak Yal Konsep SK Penetapan 15 Menit Kaonsep SK Penetapan
17 Menandatangani SK Penetapan Konsep SK Penetapan 5 Menit SK Penetapan
I ]
¥
18 Menyusun Kontrak Kerja Pendamping SK Penetapan 15 Menit Konsep Kontrak Kerna
Usaha Non Fermat Pendamping Usaha Non
Formal
19 mMenandatangani kontrak kerja Pendamping Konsep kontrak kerja 5 Menit Kentrak kerja Pendamping
Usaha Non Formal Pendamping Usaha Non Usaha Non Formal
Formai
20 Menyerahkan kontrak kerja Pendamping Kontrak kerja Pendampirg 60 Menit Kontrak kerja Pendamping

Usaha Non Formal

Usaha Non Formal

Usaha Non Formal




NOMOR SOP : 004.021.15/073-2025
Dl NAS KOPERASI DAN U SAHA KEC | L TANGGAL PEMBUATAN : 13 Agustus 2025 pukul 09.29
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : ” No,,a.nb". 2015
DISAHKAN OLEH
Nama SOP - Pendampingan Usaha Non Formal

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kola Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kefja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;

3. Memahami regulasi terkait usaha non formal;

4_Mampu memberikan bimbingan tentang pengelolaan usaha

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;
5. Smartphqne

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1_Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses pendampingan
usaha non formal

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kogintan Ket
Pengembang Kewirausahaan (Pertama) Katim Pendatasn PPUM Kabid Usaha Milao Ketengkapan Waktu Output
Mar: i:i- FNGkarS' dats calon pedagang kaki Data profil PKL 30 Menit Data PKL yang akan
lima wi§ ikan SEBmOINgI didampingi
| NS
Meribusl dghar PKL yang akan disampingi Data PKI. yang akan 45 Menit Daftar PKL yang akan
didampingi didamging:
Y
Mernerisa daftar PKL yang akan Tidak Daftar PKL yang akan 15 Menit Dafar PKL yang akan
dkEmnping didampingi didampingi
Ya
+
Meriysun rancana pengelolaan dan Daftar PKL yang akan 1 Hari Dokumen rencana
pengembangan usaha didampingt pendampingan PKL
MeAsonaisaskan dokumen rencana Dokumen rencana 120 Menil Dokumen rencana
dampingan PKL pendampingan FKL pendampingan PKL
|
+
Mernonitaring kinerja Pendamping PKL Dokumen rencana 90 Menit Laporan Kinerja
pendampingan PXL Pendamping PKL
|
)
sulasi Laporan Hasi Laporan Kinerja 60 Menit Laporan Hasd
Pendampingan PKL Pendamping PKL Pendampingan PKL
Menerima Laporan Hasil Pendampingan Laporan Hasil 5 Ment Laporan Hasit
PKL Pendampingan PKL Pendampingan PKL
Laporan Hasil 5 Menit Laporas Hasil

Menerima Laporan Hasil Pendampingan
PRL

Pendampingan PKL

Pendampingan PKL




NOMOR SOP : 004.021.15/068-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 11 Agustus 2025 pukul 12.34

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: | Npvember 2025

i USAHA KECIL DAN
FA BRNDWNG

]

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Bimbingan Teknis Usaha Non Formal

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penalaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami regulasi terkait usaha non formal;
3. Memiliki kewenangan dalam pelaksanaan bimbingan teknis usaha non formal

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;

3. Jaringan Internet;
4. Alat Tulis Kantor

*

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
bimbingan teknis usaha non formal

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Kot
Pengembang Kewirausahaan Katim Pendataan PPUM Kabid Usaha Non Formal Ketengkapan Waktu Output
{Pertama)
Melakukan koordinasi dengan Data calon peserta 15 Menit Data caler: peserta
Kewilayahan terkait data calon peserta bimbingan leknis usaha bimbingan teknis usaha
bimbirgan teknis usaha non format non formal non formal
Y
menerima data peserta bimbingan teknis Cata calon peserta 5 Menit Data peserta bimbingan
usaha non formal bimbingan leknis usaha teknis usaha non formal
non farmal
A
Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan Data peserte bimbingan 120 Menit 1. Surat Undangan 2.
tekeiis usaha non formal teknis usaha non formal Penentuan Narasumber
3. Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan 4. Daftar Hadir
Peserta
A
1. Surat Undangan 2. 15 Manul 1. Surat Undangan 2.

Memeriksa barkas persiapan
pelaksanaan bimbingan teknis usaha non
forma!

Tidak

Ya

Panantuzn Narasumber
3. Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan 4. Daftar Hadir
Peseria

Penentuan Narasumber
3. Lokass Peizksanaan
Kegiatan 4. Daftar Hadr
Peserta

Metaksanaian bimbingan teknis usaha
non formal

1. Surat Undangan 2.
Penentuan Narasumber
3. Lokas: Pelaksanaan
Kegiatan 4. Daftar Hadir
Peserta

5 Jam

Laporan Pelaksanaan
Bimbingan Teknis Usaha
Non Formal




NOMOR SOP - 004.021.15/069-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN - 11 Agustus 2025 pukul 12.53
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : {{ NOVe,mbe r 2025
DISAHKAN CLEH OFERD
Nama SOP - Fasilitasi Promaosi Usaha Non Formal
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami regulasi terkail usaha non formal;
3. Memiliki kewenangan dalam pelaksanaan promosi usaha non formal

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

*

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan fasilitasi
promosi usaha non formal

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Katim Pendataan PPUM Kabid Usaha Non Formal Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waiktu Qutput
Menyusun bahan rapat rencana w 1. Usulan daftar iokasi; 2. 20 Menit Bahan rapat rencana
pelaksanaan kegiatan fasilitasl promas Usulan daftar peserta; 3. kegiatan fasilitasi promosi
usaha non formal Usulan konsep tlema usaha non formal
kegiatan; 4 Surat
undangan rapat: §. Daflar
hadir rapat
4
Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Bahan rapat rencana 120 Menit Konsep fasiiitasi promosi
fasiiitasi promos: usaha non Tormal kegiatan fasilitasi promesi usaha non formal
3 usaha non format
Memernksa konsep fasilitas: promesi Tidak Ya Konsep tasilitasi promosi 30 Menit Konsep fasilitasi promosi
usaha non formal / usaha non formal usaha non formal
Memeriksa konsep fasilitasi promosi Tidak Konsep fasilitasi promosi 30 Menit Konsep fasititasi promosi
usaha non formal usaha non fermal usaha non formal
P Ya
! T
Mempersiapkan pelaksanaan fasilitasi Konsep fasilitasi promosi 120 Menit 1. Surat Undangan; 2.
promosi usaha nan formal usaha non formal Daftar tenant; 3. 1zin
peiaksanaan kegiatan
y
1. Surat Undangan; 2. 12 Jam Lapeoran Pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan fasifitasi promosi
usaha non formal

Daftar tenant; 3. Izin
pelaksanaan kegiatan

Fasifitasi Promosi Usaha
MNon Formal




NOMOR SOP

: 004.021.12/077-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN

: 20 Agustus 2025 pukul 07.53

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tenlang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait koperasi

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Iqtemet;
3. Printer;

4, Alat Tulis Kantor;
5. Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat proses penunjukan
Kantor Akuntan Publik untuk audit koperasi

1. Tercatal di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kagintan Ket
Pengawas Koperas|
Katlm Penguatan Tata K3 Kabid Pengawasan Koperasi Kepala Dinas f ma) Kelengkapan Waktu Output
Mengideriiféast data taporan keuangan Data laporan keuangan 45 Menit Daftar temuan hasil
koperas koperasi pemeriksaan kesehatan
koperasi
Memerksa daftar temuan hasil Tidak Ya Dattar téemuan hasil 15 Menit Dattar lemuan hasil
peririsaan kasehatan koperasi < pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan
~ koperasi Koperasi
Menerima dattar temuan hasil pemeriksaan Dattar temuan hasil 5 Menit Dattar temuan hasil
kesehatan koperasi pemenksaan kKesehalan pemaeriksaan kesehatan
Koperasi koperas:
Melsksanakan rapat persiapan penunjukan Dattar temuan hasit 120 Menit Daftar kriteria Kantor
Kantor Akurtan Publik pemeriksaan kesehatan Akuntan Publik untuk audit
koperasi koperasi
Melakukan koordinasi kepada Kantor Dattar kriteria Kantor 30 Menrt 1. Proposat Kantor Akuntan
Akuntan Publik Akunian Publik untuk auct Publik 2. Company Profile
koperas: 3. NIB 4. Dattar
Pengataman Penugasan 5.
Dattar Inventaris Kantor
Memeriksa berkas Kantor Akuntan Publix Tidak 1. Proposal Kantor Akuntin 30 Menit 1. Proposal Kantor Akuntan
Publik 2. Company Profik Publik 2 Company Profile
3. NiB 4. Daftar 3. NIB 4. Dafiar
Pengalaman Penugasani. Pengaiaman Penugasan 5.
Ya Dattar inventaris Kantor Dafar Inventaris Kantor




11

Menyampaikan Surat Pemberitahuan
kepada Kantor Akuntan Publik

Penunjukan Kantor
Akunitan Publik

Penunjukan Kanlor
Aluntan Publk

Pelaksana Mutu Baku
Ket
Ne Keglatan Pengawae Koperast
Katim Penguatan Tata K3 Kabld Pengawasan Koperasi Kepaia Dinas (Pertama) Kelengkapan Waktu Output
) n 1. Proposal Kantor Akuntan 15 Menit Kensep Surat
7 Meriyusun sorsil pambariahuan Kak Publik 2. Company Profile Pemberitahuan
perurikan Kantor Akuntan Publk 3. NIB 4. Daftar Penunjukan Kantor
Pengalaman Penugasan 5. Akuntan Publik
Daftar Inventans Kantor
. v Konsep Surat 15 Menit Korsep Surat
8 Memeniea Surat Pemberitahuan Cl Pemberitahuan Pemberitahuan
. ]
Penunjukan Kanior Axuntan Publik Penunjukan Kanlor Penunjukan Kantor
Akuntan Publik Akuntan Publik
p
Surat Pemberiahuan Tidak Konsep Surat 15 Menit Kansep Surat
g Memenksa Sural Pembe Pemberitahuan Pemberitanuan
Penunjukan Kantor Akuntan Putlik Penunjukan Kantor Penunjukan Kantor
Ya Akunian Publix Akuntan Publik
Konsep Surat § Menit Surat Pemberitahuan
10 Menan-datanganl Surat Pemb:ﬂt?:uan Permberntahuan Penunjukan Kantor
Penunjukan Kantor Akuntan Publ Penunjukan Kantor Akunten Pubiix
Akuntan Publik
Surat Pemberitanuan 10 Menit Surat Pemberitahuan




o NOMOR SOP - 004.021.12/078-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 20 Agustus 2025 pukul 08.51
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TanGGAL PENGESAHAN |- || Novernber 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DINASKOPERASERAN USAHA KECIL DAN
A KGTABANDUNG
/ ';f.\,,, ~EF 2
// >, l[ 5
{fexz
10
Nama SOP : Pelaksanaan Audit Koperasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1_Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Mampu mengoperasikan komputer;

2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait koperasi;

4. Memahami Standar Akuntansi Koperasi

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan lptemet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan audit
koperasi

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegistan Pengawas Kabid Ket
Katim Penguatan Kepata Sub
Koperasi Pengawasan Sekretarls Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Tata K3 Baglan Umpeg
(Pertama) Koperasi

Mempersiapian rapat persiapan 1. Surat Undangan 2. 60 Menit 1. Surat Undangan 2.

pelaksanaan audil koperasi Daftar Hadir 3. Daftar Daftar Hadir 3. Daftar
Temuan Hasil Pemeriksaan Termuan Hasil Pemenksaan
Kesehatan Xoperasi Kesehatan Koperasi

Melgksanakan rapat persiapan 1. Surat Undangan 2. 120 Menit Jadwal Peiaksanaan Audit

pelaksanaan audit koperas: Dattar Hadir 3. Daftar Koperasi
Temuan Hasil Pemariksaan

] Kesehatan Koperasi
)
{rem——————
Menyusin Surat Perintan Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan Audit 15 Menut Konsap Surat Perintah
Audit Koperasl Koperasi Pelaksanaan Audit
Koperasi

Memariksa Surat Perintah Pelaksanaan Tidak Ya Konsep Surat Perintah 5 Menit Konsep Surat Perintah

Audt Koperast Pelaksanaan Audit Pefaksanaan Audit
Kaoperasi Koperasi

Memeriksa Surat Parintah Felaksangan Tida Ya Konsep Surat Perintan 5 Menit Kensep Surat Perintab

Audit Koperas: Pelaksanaan Audit Peiaksanaan Audit
Koperasi Koperas!

. . A

Member nomozr Sural Perintzh Konsep Surat Perintah 5 Menit Konsaep Surat Perintah

Pelaksanaan Audit Koperasi Pelaksanaan Audit Petaksanaan Audit
Koperasi Koperasi

X Y

Memeriksa Surat Perintah Pelaksanaan Tidak Konsep Surat Perintah 5 Menit Konsep Surat Perintah

Audit Koperas: Pelaksanaan Audit Petaksanaar Audit
Koperasi Koperasi




Mutu Baku

Pelaksana
No Kegiztan Ket
Pengawas Kabid
Katim Penguatan Kepaiz Sub
Koperasi Tm,:(ga Pengawasan BagI:: U:n Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Walktu Output
(Pertama) Koperas| ped
8 Menandatangani Surat Perintah Konsep Surat Perintah 5 Menit Surat Perintah
Pelaksaraan Audi: Koperasi Petaksanaan Audit Pelaksanaan Audit
Koperasi Koperasi
9 Melaksarakan entry meeting audit Surat Perintah 60 Menit Data bahan audit koperasi
koperasi Pelaksanaan Audit
Koperasi
10 Melaksarakan exit meating audit koperasi Data bahan audit koperasi 60 Menit Konsep Laporan Hasil
Audit Koperasi
|
+
11 Menerima Laporan Hasil Audit Koperasi Konsep Laporan Hasil 5 Menit Laporan Hasil Audit
Audit Koperast Koperasi
12 Menyeratkan Laporan Hasil Audit 4 ™ Laporan Hesll Audit 5 Menit Laporan Hasil Audit Menysrahikan
Koperasi ; Koperasi Koperasi Laporan
5 J Hasil Audit
Koperasi
kepada
Koperasi




NOMOR SOP : 004.021.12/095-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 19 September 2025 pukul 08.20
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | 11 Novernber 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DIt PERAS HA KEGIL DAN
&N
/4 \;
{ (&‘.:4—/'
e
e o Tig
\ﬁ) 3 B g “- )
- ‘ﬂ«...‘__:__,i—:,a/’/
Nama SOP : Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9

Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperas,

3. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Tentang Pedoman
Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

4. Peraluran Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer:

2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;

3. Memahami peraturan terkait Perkoperasian;

4. Memahami terkait Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi {(KKPKK)

P

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;

3. Jaringan inlernet;
4. Alat Tulis Kantor;

5. Smariphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan




Flowchart

acara pemeriksaan kesehatan koperast

kesehatar Koperasi

kesehatzn koperasi

Pelaksana Wty Bake
Ket
No Kegiatan oo
ngawas Koperas|
Kabid Pengawasan K sl Kepala Dinas Kelengkapan Wak: [v]
Katim P3 Koperasl (Pertama) 9 opera utput
Meriérvras G mengoiah data koperasi -"‘_"""“\ Data koperasi 60 Menit Dala koperasi
e
yany Lotah metdkaanakan RapatAnggota L J
Tahufvan (RAT)
2 Meriyusun sural perintah can Jadwal Data koperax 30 Menit Sural perintah dan jadwal
pamerksaan kesehatar
pervistiksasn kasshgtan koperas
* koperasi
3 Mefyusun surat pembertahuan Surat perntah dan jadwai 15 Menit Surat pemberitahvan
permariksaar ‘kssehatan koperas: permerksaan xesehatan pemenksaan kesehalan
- o koperas Koperasi
4 Mertyampaikan surat pemberitanuan Surat pembertahuan 5 Menit Sural pemberilahuan
. riksaan Kesehatan kopera pemeriksaan xesehatan pemerixsaan kesenatan
peme koperasi kopetasi
Melaksanakan pemeriksaan xesehalan 1. Surat Perintah 90 Menit Berkas pemeriksaan
s koperasi Pemernksaan Kesehatan kesehalan koperasi
™ Koperasi 2. Surat
Pemberitabuan
Pemeriksaan Kesehatan
Koperasi
8 Menyusun laporan hasil pemeriksaan Berkas pemeriksaan 120 Menit Konsep laporan hasil
kesehatan koperasi kesenatan koperast pemeriksaan kesehatan
Koperasi
7 Mermeriksa laporan hasil pemeriksaan Tidak Konsep Laporan hasil 15 Ment Laporan hasit pemeriksaan
i pemerixksaan kesehatan kesehatan kaperasi
rasi
kesehatan xoperasi roparas
8 Menyusun dan menandatangani benta Ya Laporan hasii pemeriksaan 15 Menit Berita acara pemeriksaan

S -




Mutu Baku

Pelaksana
No Keglatan Kot
Pengawas Koperas!
Katim P3 Koperasi (Pe o;; Kablid Pengawasan Koperasi Kepala Dinas Keiengkapan Waktu Output
+
9 Menyerankan berita acara kepada Benta acara pemeriksaan 10 Menit Berita acara pemeriksaan
Koperasi kesehatan koperasi kesehatan koperasi
|
+
10 Meryusun dan mencetak serifkat Berita scara pemeriksaan 15 Menit Konsep sertifikat
kesehatan koparas! xesahatan koperasi kesehatan koperasi
1 Memaraf sertifikat kesenatan koperasi Konsep sertifikat 5 Menit Konsep sertifikat
kesehatan koperasi kesehatan koperasi
12 Menandatangar: sertifiial kesehatan Konsep sertifikat 5 Menit Sectifikat kesehatan
koperast kesehatan koperasi koperas
13 Menyerahkan sefifikal kesehatan keperas: Sertifikat kesehatan 10 Menit Sertifikat kesehatan Menyarahkan
i koperasi koperasi kepada

koperasi




NOMOR SOP : 004.021.12/096-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN - 10 September 2025 pukul 08.55

TANGGAL REVISI

TaNGGAL PENGESAHAN |- 1| November 2025

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
EMENGAR KOTA N

Nama SOP - Pelaksanaan (\D‘e\nwﬁaﬁ‘@sehatan Koperasi melalui
Sistem Informasi Pengawasan Koperasi (SIPEKA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8

Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;

3. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Tentang Pedoman
Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kola Bandung

&. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami peraturan terkait Perkoperasian;
3. Memahami terkait Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehalan Koperasi (KKPKK)

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses pemeriksaan
kesehatan koperasi melalui SIPEKA

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Pengawass Koperasi (Pertama) Kabid Pengawasan Koperas! Kelengkapan Waktu Cutput
Menenima softfie berkas pemerksaan Softfiie berkas 5 Menit Softfile berkas Melalui situs
kesehatan koperas! L pemeriksaan kesehalan pemeriksaan kesehatan sipeka.bandung .go.id
koperasi koperasi
Memeriksa softfile berkas pemeriksaan Softfile berkas 15 Menit Sottfile berkas Malalui situs
kesehatan koperasi pemeriksaan kesehatan pemenksaan kesehatan sipeka.bandung go.id
koperasi Koperasi
R
Memyerifikass softfile berkas Tidak Softfile berkas 15 Menit Sctfile barkas Melalui situs
pemeriisasan kesehalan kopearasi pemeriksaan kesehatan pemenksaan kesehatan sipeka bandung.go.id
koperasi koperasi
Menyusun dan menandatangani berita Ya Softfile berkas 10 Menit Berta acara pemeriksaan
acara permeriksaan kesehatan koperasi pemeriksaan kesehatan kesaehatan koperasi
Koperasi
Mengunggah berita acara pemeriksaan Berita acara pemeriksaan 5 Menit Beiita acara pemeriksaan
kesehatan koperasi kesehatan koperasi kesehatan koperasi
I
+
Meneryma berita acara pemeriksaan Berita acara pemaeriksaan 5 Menit Berita acara pemeriksaan Berita acara yang
kesehatan koperasi kesehatan koperast kesehatan koperasi teiah ditandatangan
ofeh koperasi
4
Berita acara pemeriksaan 5 Menit Laparan hasil

Menginmkan laporan hasi pemeriksaan
kesehatan koperas

4

kesehatan koperasi

pemeriksaan kesehatan
koperasi




NOMOR SOP - 004.021.12/097-2025
DIN AS KOPERAS| D AN us AH A KEClL TANGGAL PEMBUATAN - 26 September 2025 pukul 11.24
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | - {1 Npvember 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1_Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

4. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 51 8/Kep.336-Dikukm/2021
tentang Satuan Tugas Anti Rentenir

1. Mampu mengoperasikan kompuier;
2 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik:
3. Memahami reguiasi terkait koperasi;

4. Memahami iimu hukum

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1 Komputgr/Laptop;
2 Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;
5, Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses pengelolaan
pengaduan masyarakat melalui Satuan Tugas Anti Rentenir (STAR)

1. Tercatat di arsip manual dan digital

Tugas Anti Rentenir (STAR)




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
was K ]
Katim PJ Koperasl Kabid Pengawasan Koperas! Peng(apemm:?amt Kepaia Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Merérans lopc/an aduan terkat koperasi { ‘l Laporan aduan 5 Menit Laporan aduan Menerima
Derpt ki rent@nir 1 F aduan dari
Satuan
Tugas Anti
Rentenir
) L
Meriorima laparan aduan lerkail koperasi Laporan aduan 5 Menit Laporan aduan
berarakiik ranienir
ey
3 L
Meizkaangken rapat koordinasi Laporan aduan 60 Menit Notulen rapat
L
+
Menyusun suret panntan pengawasan Notulen rapat 15 Menit Surat perintan
insidental
y
Meiaksanakan pengawasan insidertal 1. Surat perintah; 2. 120 Menit Laporan hasit pengawasan
Legalitas koperasi: 3 insidental
Laporan keuangan; 4
Berita acara rapat anggota
tahunan
Memeriksa laporan hasil pergawasan Tidak Laporan hasil pengawasan 15 Menit Laporan hasil pengawasan
nsidentat insidental insidental
Menerima Lagoran hasi pengawasan Ya Laporan hasil pengawasan | 5 Menit Laporan hasil gengawasan
mnsidental insidental insidental
|
+
Menyusun dan menyerahkan surat leguran Laporan hasil pengawasan | 15 Menit Surat teguran koperas: Menyerahkan
koperasi insidental kepada
Koperasi
yang
berpraktik

rentenir




NOMOR SOP : 004.021.121079-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 20 Agustus 2025 pukul 12.10

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | - |1 Noyember 2025

DISAHKAN OLEH KEPALA -”=“ RA AN USAHA KECIL DAN
2 Eop (AR 3

Nama SOP - Seleksi Pendamping Kampung Bersih Rentenir (KBR)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

2 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

4. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 51 8/Kep.336-Dikukm/2021
tentang Satuan Tugas Anti Rentenir

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait koperasi dan usaha mikro

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Intemet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;

5. Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses seleksi
pendamping Kampung Bersih Rentenir (KBR)

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pergtamping KBR

Pelaksana Mutu Baku
Koghstan
Pengawas Koperas! Katim £3 Koperasi Kabld Pengawasan Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Wakty Output
(Pertama) Koperasi
) Kritefia dan persyaratan 80 Menit Konsep pengumuman
; PENGUITLIT nerimaan calon
Meﬁﬁ!ﬁ ! KBR a0 pe \ calon Pendamping KBR penerimaan calon
Perdatiing K1 } pendamping KBR
Konsep pengumuman 5 Menit Konsep pengumuman
3 6 n penenmaan - Ya
W&sb Muﬂ::: pe Tidak penerimaan calon penefimaan calon
cafoh Pendarmping Pendamping KBR Pandamping XBR
onse umuman § Mert K
Memariksa penguimuman psnenmaan Tidak Ya K ‘p peng onse_p pengumuman
s KBR penefimaan caion pensrimaan calon
calon Pendamping Pendamping KER Pandamping KBR
K uman 5 Ment ¢
Menerlksa pengumuman penerimaan Tidak Ya onsgp pengumi onsep penpgumuman
ina KBR penerimaan calon penenmaan calon
caton Pandamping Pendamping KBR Pendamp:ng KBR
) Konsep pengumuman 5 Menit Pengumuman penerimaan
i efmaan Tidak
Memeriksa wﬂgm:;'l:n pen: </> panerimaan calon caion Pendamping KBR
cakon Pendamping \ Pendamping KBR
i muman penerimaan Y4 Pengumuman penerimaan 5 Menit Fommulir pendattaran online
Menyampaikan Pengu pen caion Pendamping KBR calon Pendamping KBR
calon Pendamping KER
l
+
Formulir pendaftaran oniine 5 Menit Berkas perdaftaran calon
i lon
Menerima berkas pendaftaran ca caion Pendamping KBR Pendamping KBR

PP -




Mutu Baku

Pelaksana
Ket
No Kegiaian Pengawas Koperas! Katim P3 Koperasi Kabld Pengawasan Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kalengkapan Waktu Output
(Pertama) Koperasi
Berkas pendaftaran calon 15 Menit Daflar nama caion
8 Melikukan seiekal berkas pendaftaran Pendamping KBR Pendamping KBR yang
calon Pendamping KBR memenuhi kritena
Daftar nama caion 15 Menit Surat undangan seleksi
9 Mernbuat surat undangan seleksi calon Pendamiping KBR yang calon Pendamping KSR
Peridamping KBR memenuhi kriteria
Sural undangan seleksi 3 Hari Laporan Hasil Seleksi 1. Tes
10 Melakukan seleks: cafon Pendamping KBR calon Pendamping KBR Caior Pendamping KBR kompetensi
tertulis 2.
Tes
wawancara
3. Psikotes
Ya Laporan hasil seleksi calon 15 Menit Laporan hasil seleksi calon
1t Memeriksa taporan hasil seleksi calon Tidak < > Pendamping KBR Pendamping KBR
Pendamping KBR “
Laporan hasil seleksi calon 5 Menit Laporan hasil seleksi calon
12 Menrerima taporan hasil seleksi calon Pendamping KBR Pendamping KBR
Pendamping KBR
¢ Laporan Hasi Seleksi 15 Menit Berita Acara Penelapan
13 Meryusun Berita Acara Penetapan Calon Calon Pendamping KBR Caion Pendamping KBR
Pendgamping KBR
!




Mutu Baku

Pelaksana
Pengawas Koperas| Kabid Pengawasan
K | S taris Dinas Ki L Cu
{Pertama) Katim P3 Keperasl Kopetasl ekref epala Dinas Kelengkapan Waktu tout
14 Meharkistangani Barita Acara Penetapan Berita Acara Penetapan 5 Menit Berita Acara Penetapan Tim Seleksi
Calari Pardariping KBR Calon Pendamping KBR Caion Pendamping KBR sesuai SP
Kepala
Cinas
15 Mertyusiit B Penetapan Calon Berita Acara Penetapan 15 Menit Konsep SK Penetapan
Pendampirg Calon Pendamping KBR
16 Memeriksa SK Panelapen Tidak <\ Ya Konsep SK Penetapan 15 Menit Konsep SK Penetapan
37 Menandatangani SK Penatapan Kansep SK Penetapan 5 Menit SK Penelapan
18 Menyusun Kontrak Kerja Pendamping KBR SK Penstapan 15 Menit Kensep Kontrak Kersja
Pendamping KBR
t2 Menandatangani kontrak kerja Konsep kontrak kerja 5 Menit Kontrak kerja Pendamping
Pendamping KBR Pendamping KBR KBR
20 Menyerahkan kontrak kefja Pendamping Kontrak kerja Pengamping 60 Menit Kontrak kerja Pendamping

KBR

KBR

KBR




NOMOR SOP : 004.021.12/080-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 20 Agustus 2025 pukul 13.07

TANGGAL REVISI

TaNGGAL PENGESAHAN |- 1| November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP - Pendampingan Kampung Bersih Rentenir (KBR)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1_Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

4. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 518/Kep.336-Dikukm/2021
tentang Satuan Tugas Anti Rentenir

1. Mampu mengoperasikan komputer;

2 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;

3. Memahami regulasi dan memiliki kemampuan terkait pembinaan dan pengembangan
koperasi dan kewirausahaan;

4. Memahami regulasi terkait literasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan '[nternet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;

5. Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
pendampingan Kampung Bersin Rentenir (KBR)

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Bakuy
No Kegiatan Ket
Pengawas Koperisi
(Pertamay Katim £3 Koperasi Kabid Pengawasan Koperasi Kepals Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Mer@rima data anggota KBR Data anggeta KBR 5 Menit Data anggota KBR Dala
bersumber
dari Satuan
Tugas Anti
Rerlenir
(STAR) Kola
Bandung
. o
2 Mergidenthikasi data profil anggota KBR Data anggota KBR 60 Menit Data bahan penyusunan
yang akan didamping! kurikuium pelatinan KBR
A
3 Mernyusun kurikukim pendampingan KBR Data bahan penyusunan 2 Hari Kurikulum pendampingan Tercapat
Kurikuium pendampingan KBR keterlibatan
KBR stakeholder
terkait
4 Menyusun modul pendampingan KBR Kurikulum pendampingan 1 Bulan Modul pendampingan KBR Terdapat
KBR kelerfibatan
stakehotder
terkail
5 Memeriksa modul pendampingan KBR Tidak Modul pendampingan KBR | 1 Hari Modul pandampingan KBR
Ya
7 4
6 Mensosialisasikan pelaksanaan Modul pendampingan XBR 4 Jam Mociui pendampingan KBR Sosiaksasi
pendarnpingan KBR kepada
Pendamping
KBR
7 Memonitoring xinerja Pendamping KBR Modui pendampingan KBR 90 Menit Laporan Kinerja
Pendamping KBR
]
4




Mutu Baku

Pelaksana
No Kegiatan Ket
Pengawas K i
E‘Pe':m:?fas Katim P3 Koperasl| Kabid Pengawasan Koperasi Kepata Dinas Kelengkapan Waktu Qutput

3 Merakapiulasi Laporan Hasil Laporan Kinerja 60 Menit Laporan Hasil
Peridampingan KBR Pendamping KER Pendampingan KBR

s Memeriksa Laporen Hasii Pendampingan Tidak va Laperan Hasit 5 Menit Laporan Hasil
K8R Pendampingan KBR Pendampingar KBR

10 Menerima L.aporan Hasil Pendampingan taperan Hasit 5 Menit Laporan Hasil
Pendampingan KBR Pandampingan KBR

KBR




NOMOR SOP

: 004.021.13/088-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN | : 8 September 2025 pukul 09.28
TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | {1 November 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
M B2
. T -
Nama SOP - Pengintegrasian DaFKopéras: Melalui Sistem Aplikasi

informasi Koperasi (SIAPIK)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Peiindungan Koperasi dan Usaha Mikro

4 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami regulasi terkait perkoperasian;
3. Memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengintegrasian data
koperasi

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Hegiatan Ket
No e
Pengembang Kewin h {Pertama) Kelengkapan Wakiu Qutput
y X Data koperasi 15Menit Data koperasi Melaiui situs
g e i
1 MergiiSuty dads koperas cag kermenkopukm.go.id
.-] Tidak
i
o Data koperasi 15 Menit Data koperasi
2 Meriorfsa dafa Roperas
Ya
¥ _
. y . Data keperasi 30 Menit Data kaperas! Meialui silus
3 Mengirtegrasikan data koperast siapik.bandung.go.id




NOMOR SOP - 004.021.13/093-2025
D‘NAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN - 12 September 2025 pukul 09.15
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | 1| November 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP - Seleksi Pendamping Koperasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasidan | 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Memahami regulasi lerkait perkoperasian

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian

4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

4. Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kefja

Dinas Daerah

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Intemet;
3. Printer;
4. Alat Tulis Kanlor;
5. Smariphone

Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses seleksi 1. Tercatat di arsip manual dan digital

pendamping koperasi




:

Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ba Ket
Pengembang Katim Kelembagaan | Kabid Pemberdayaan
Kewirausahaan Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
dan TL Koperasi KXaperas|
(Pertama)
1 Membuat psngumuman penerimaan calon Kriterra dan persyaratan 60 Menit Konsep pengumuman
Pendamping Koperasi calon Pendamping penerimaan calon
s Koperast pendamping Koperasi
2 Memeriksa pengumuman penermaan Tidak Ya Konsep pengumuman 8 Menit Konsep pengumuman
calon Pendamping Koperasi penerimaan calon penerimaan cakon
pendamping Koperasi Pendamiping Koperasi
3 Meineiiksa pengumuman penedimaan Tidak Ya Konsep penagumuman 5 Menit Kensep pengumuman
calon Pendamping Koperasi penerimaan caton penerimaan calon
Pendamping Kaperasi Pendamping Koperasi
4 Memeriksz pengumuman penenmaan Tidak va Konsep pengumumarn £ Menit Konsep pengumuman
cakon Pendamping Koperasi penerimaan calon penerimaan caion
Pendamping Koperasi Pendamping Koperasi
5 Memeriksa pengumuman penerimaan Tidak Konsep pengumuman 5 Menit Pengumuman penerimaan
cajon Pendamping Koperasi penerimaan caken calon Pendamping
Pendamping Koperasi Koperasi
6 Menyampaikan pengumumar penefirmaan Y3 Pengumuman penerimaan 5 Menit Formulir pendattaran online
caion Pendampng Koperas: calon Pendamping calon Pendamping
Koperasi Koperasi
7 Menerima berkas pendaftaran caion Formulir pendaftaran online | 5 Menit Berkas pendaftaran calcn
Pendamping Koperasi calon Pendamping Pendamping Kaoperasi
Koperasi




Mutu Baku

Pelaksana
Ket
Mo Kegiatan Pengembang
Pemberd
Kewirausahaan K:t;m ,::::‘ bag:'an Kabld K::erasl ayaan Sekretaris Dinas Kepata Dinas Kelengkapan Waltu Qutput
n pera
{Pertama)
b
8 akukan selcksi beras pencafiaran Berkas pendaftaran caion 15 Menit Dattar nama calon
caksn Fendamging Koperasi Pendamping Koperasi pendampng Koperasi yang
memenuh kriteria
Y
g Mefnbuat surat undangan seieksi calan Daftar nama caion 15 Menit Sural undangan seleksi
persamping Koperas: Pendamping Koperasi yang calon Pendamping
memenuhi krteria Koperasi
+
10 Malakukan seieksi calon Pendamping Surat undangan seleksi 3 Hari Laporan Hasil Seleksi 1. Tes
Koparas! calon Pendamping Calon Pendamping Kompatensi
Koperast Koperasi tertubs 2.
Tes
Wawancara
3. Psikotes
4 Mearoeriksa laporan hasi seleky caion Tidak Ya Laporan hasil selaksi calin 15 Menit Laporan hasi seleksi calon
Pendamping Koperas! ) Pandamping Koperasi Pendamping Koperasi
e
12 Menarima laporan hasil seleksi calen Laporan hasil seleksi calon & Menit Laporan hasil seieksi calon
moing Ki . Pendamping Koperasi Pendamping Koperasi
— —
+
13 Menyusun Berita Acara Penetapan Caion Laporan Hasil Seleksi 15 Menit Berita Acara Penetapan
Pendamping K asi Calon Pendamping Cailon Pendamping
Koperasi Koperasi




Pelakeatia Mutu Baku
No Hagistan ngemba
K::dmusah::n Katim Kelembagaan | Kabld Pemberdayaan Sekretaris Dinas Kepala DI Ketengka K"
dan TL Koperasi Koperasl epala Dinas engkapan Waktu Output
(Pertama)

14 Mensndagngan Berila Acara Penetapar Berita Acara Penetapan 5 Menit Benta Acara Penetapan Tim Selekst

Calen Perdsinping Koperasi Calon Pendamping Calon Pendamping sesuai SP

Kaperasi Koperas: Kepala
Dinas

15 Mesiylisuh SK Penetapan Caion Berita Acara Penetapan 15 Menit Konsep SK Penetapan

Pendamping Calon Pendamping

Koperast
16 Memerksa SK Peretapan Tidak Ya Konsep SK Peretapan 15 Menit Konsep SK Penetapan
17 Menandatangani SK Penetapan Konsep SK Penetapan 5 Menit S Penetapan
- _—_-___*%
+

18 Menyusun Kontrak kerja Pendamping SK Penetapan 15 Menit Konsep Komrak Kerja

Koperast Pendamping Koperasi

R
19 Menandatangani kontrak kerja Pendamging Konsep kontrak kerja § Menit Kontrak kerja Pendamping
si Pendamping Koperasi Koperasi

20 Menyerahkan kontrak kerja Pendamping Konlrak kerja Pendamping 60 Menit Kontrak kerja Pendamping

Koperasi

Koperasi

Koperas:




NOMOR SOP : 004.021.13/087-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | - 8 September 2025 pukul 09.05
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | 1\ Npvember 10 25
DISAHKAN OLEH DAN
Nama SOP : Pendampingan Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1

N

. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomer 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian

_Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Keperasi dan Usaha Mikro

. Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 161 Tahun 2017 teniang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memifiki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kernampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait perkoperasian

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;

5. Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1.

Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
pendampingan koperasi

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

koperas)

Pelaksana Mutu Baku
Kegiaten Ket
Pengembang Kewirausahaan (Pertama) Katim Kelembagaan dan TL Koperasi Kabid Pemberdayaan Koperas| Kelongkapan Waktu Output
Mergkienstia:si daia koperasi binaan Data koperasi 120 Menit Data koperasi yang akan
didampingl
| N
<1a% HafiaT koperas: yang akan Data koperasi yang akan 60 Menit Oattar koperasi yang akan
o didampingi didampingi
y
Memeriksa daftar kopetas yang akan Tidak Daftar koperasi yang akan 15 Menit Dattar koperasi yang akan
arFvping ' didampingi gidampingi
Ya
+
Meryusun rencana pendampingan Datftar pengusaha koperasi 1 Hari Dokumen rencana
kedernbagaan dan pengembangan koperas yang akan didampingi pendampingan
kelembagaan dan
J pengembangan koperasi
.
]
Mersosialisasikan dokumen rencana Dokumen rencana 120 Memit Dokumen rencana Sosiatisast
pendampingan kelembagaan dan pendampingan pendampingan kepada
pengembangan koperasi kelembagaan dan kelembagaan dan Pendamping
pengembangan Koperasi pengembangan koperasi Koperasi
Memonstoring kinerja pendamping koperasi Dokumen rencana 90 Menit Laporan kinerja
pendampingan pendamping koperasi
kelembagaan dan
pengembangan koperasi
1
Merekapitulas: laporan hasii Laparan kinefja 60 Menit Laporan hasi
pendampingan koperasi pendamping koperasi pendampingan koperasi
R
Menerima laporan hasil pendampingan Laporan t.\asli 5 Menit Laporan hasit
il pendampingan koperasi pendampingan koperas!
Menerma laporan hasil pendampingan Laporan hasil 5 Menit Laporan hasil
pendampingan koparasi pendampingan koperasi




NOMOR SOP - 004.021.1/099-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | - 17 Oktober 2025 pukul 08.47
TANGGAL PENGESAHAN | || Novernber 1025
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
BAN
Nama SOP . Pelaksanaan Uj Kelayakarr dan Kepatutan (UKK) bagi

Pengurus dan Pengawas Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1:

w

=S

o

-~

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian

. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi

. Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 1 Tahun

2024 tentang Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan Bagi Pengurus
dan Pengawas Koperasi

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasicnal Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait perkoperasian

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;

3. Jaringan Intemet;
4. Proyekior;

5. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1.

Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat proses uiji kelayakan
dan kepatutan (UKK) bagi pengurus dan pengawas koperasi

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Polaksana Mutu Baku
No Kegiatan P
Kepala Sub Kabld Katim engembang Pengawas
\an Um Kepala Dinas Pemberdayaan Kelembagaan dan Kewirausahaan Ko | Madya) Kalengkapan Waktu Qutput
Baglan Umpeg Koperas! TL Koperasi (Pertama) peras
1 Menerima permohonan pelaksanaan UKK 1. Surat permohonan; 2. 5 Menit 1. Surat permohonan; 2.
dari koperasi Kelengkapan persyaraian Kelengkapan persyaratan
__.j koperasi; 3. Kelengkapan koperasi. 3. Kelengkapan
] persyaratan perorangan persyaratan perofahgan
calon pengurus dan calon pengurus dan
pengawas. pengawas

2 Memberi disposisi surat 1. Surat permohonan; 2. 15 Menit Digposisi surat

Kelenghkapan persyaraan
koperasi; 3. Kelengkapan
persyaratan percrangsn
calon pengurus dan
pengawas.

3 Menerima disposisi surat Disposisi surat 5 Menit Disposisi surat

4 Memeriksa ketengkapan persyaratan Tidak 1. Disposisi surat; 2. Surat 60 Menit Formutir Kelengkapaf

permohonarn; 3. Berkas
Kelengkapan persyaraan
koperasi; 4. Kelengkapan
persyaralan perorangan
Ya calon pehgurus dan
pengawas
* .

5 Menyusun dan menyerahkan Surat Formulir Kelengkapan 20 Menit 1. Surat Perintah Tim
Perintah Tim Penguji UKK dan Surat Berkas Penguji UKK: 2. Sural
Undangan Koperasi Undangan Kopegsasi

] Melaksanakan persiapan UKK 1. Surat Perintan Tim 60 Menit Format Keras Kerje

Penguji UKK; 2. Sural
Undangan Koperasi

Pelaksanaan UKK




Mutu Baku

Kelayakan dan Kepatulan
(UKK) Pengurus dan
Pengawas Koperasi

Kelayakan dan Kepatulan
{(UKK) Pengurus dan
Pengawas Koperasi

Pelaksana
No Keglatan Kepala Sub Kabid Katim Pengembang Ket
Ba:l:: Umpeg Kepala Dinas Pemberdayaan Kelembagaan dan Kewirausahaan Kopenslg {Ml'dya) Kelengkapan Waktu Output
Koperasi TL Koperasi (Pertama)
7 Melaksanakan UKK Format Kertas Kera 3 Jam Kertas Kefja Pelaksanaan
Pelaksanaan UKK UKK
1
4
8 Melaksanakan rapat pleno Tim UKK Kertas Kerja Pelaksanaan 680 Menit Berita Acara Hash UKK Wilar <82
UKK {Tdak Lulus)

dan >=82
{Lulus).
Berita Acara
dapat
dikeluarkan
pating lame
30 han
setelah
pslaksanaan
UKK

g9 Menyusun Surat Keputusan Hasil Uji Berita Acara Hasil VKK 15 Menit Sural Keterangan Lulus Uji

Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus Kelayakan dan Kepatutan
¢an Pengawas Koperasi {UKK) Pengurus dan
Pengawas Koperasi
10 Menyerahkan Surat Keputusan Surat Keterangan Lulus Uj 15 Menit Surat Keterangan Lujus Ujs




NOMOR SOP : 004.021.13/086-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 8 September 2025 pukul 08.23

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : {{ November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi
3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro
_Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

S

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait koperasi

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;
5. Smariphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses verifikasi
teknis permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Kepaia Dings Kabid Pemberdayaan Koperasi Katim Kelembagaan dan TL Koperasl Kelengkapan Waktu Output
Memben disposisi surat \ Disposisi surat ontine 5 Menit Disposist surat online Menindakianjuti
[ permohonan
izin usaha
simpan pinjam
kaperasi pada
sitlis 085.goid
A
Menenima disposisi surat Disposisi surat oniine S Menit Disposisi surat onkine
Metaksanakan verifikasi eknis Disposisi sural online 1 Hari Benta Acara Pemaniksaan 1. Pemenksaan
permohonan izin usaha simpan pinjam Persyaratan Izin Usaha berkas
koperas: Simpan Pinjam Koperasi persyaratan: 2.
Verifikasi
tapangan
Menesima Berita Acara Pemertksaan Berita Acara Pemeriksaan 5 Menit Berita Acara Pemeriksaan
Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam Persyaratan 1zin Usaha Persyaratan lzin Usaha
Koperasi Simpan Pinjam Kaperasi Simpan Pinjam Koperast
Mengunggah Berita Acara \ Berita Acara Pemerksaan 16 Menit Berita Acara Pemeriksaan Pada situs
Persyaratan {zin Usaha Persyaratan Jzin Usaha 088.go. 18

Simpan Pinjam Koperasi

Simpan Pinjam Koperas:




NOMOR SOP - 004.021.13/098-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 17 Oktober 2025 pukul 08.43
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : 1{ NOVcrnber 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 7 Tahun 2021 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan kamputer;
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan § 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Memahami regulasi terkait perkoperasian
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Koperasi
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro
5. Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja .
Dinas Daerah
Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Jaringan intemet;
4. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan & Pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses fasilitasi akta  § 1. Tercatat di arsip manual dan digital
pendirian koperasi




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Pengembang Kewi haan {Pertama} Kabld Pemberdayaan Koperasi Katim Kelembagaan dan TL Koperasi Helengkapan Waktu Output
1 Mengindentifikasi data prakoperasi atau Data prakoperasi 60 Menit Daftar nama prakoperasi
kelompok masyarakat yang akan alau kelompok masyarakat
mengirikan koperast
2 Melakukan pemilinan Notans Pembuat Daftar nama prakoperas: 3 Hani Surat Perintzah Mulai Kenja
Akta Koperasi (NPAK) atau keiompok masyarakat {SPMK)
3 Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi Daftar nama prakcperas 120 Menit 1 Surat undangan: 2
tata cara dan mekanisme pendirian atau keiompok masyaraiat Lokasi palaksanaan
koparast kegiatan; 3. Daftar hady
peserta
4 Melaksanakan sosiatisast tata cara dan 1. Surat undangan. 2 120 Menit Laporan pelaksanaan
sosialisasi

mekanisme pendirian koperasi

Lokss: pelaksanaan
kegiatan; 3. Daflar hadir
peserta




Mutu Baku

Pelaksans
No Kegiatan
Pengembang Kewirausahaan {Pertama) Kabld Pemberdayaan Koperask Katim Kelembagaan dan TL Hoparasi Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan pendampingan pemenuhan Laporan pelaksanaan 120 Menit 1. Berita AcaraNoluien
sosialisasi Rapat Pembentukan

persyaratan pendirian koperasl

dan/atau Pendirian
Koperasi; 2. Daftat Hadir
Rapat Pembentukan
dan/atau Pencirian
Koperasi; 3. Sural Kuasa
dari pendin untuk tanda
tangan akta: 4.
Rekapitulasi Simpansn
Wajib dan Simpanan
Pokok, 6. Neraca Awal
Pendiran Koperasi ¢an
bukli Betor modal awnl: b
Foto kopt KTP para pendiri
Koperasi minimal & orang
dan umur minimal 21
tahun. serta NPWP
pengurus dan pengawas;
7. Caftar Riwayat Hidup
Pengurus dan Pengawas
dan 8. Surat Pernyataan
Pengurus Pengawas tidak
ada hubungan kellarga

Mengajukan berkas persyaratan pendirian Berkas persyaratan 10 Mennt Berkas persyarstan
Koperasi kepada NPAK pendirian koperasi penditian koparas:
Menerima Akta Pendirian Koperasi dan SK Berxas persyaratan 30 Menit 1. Akta Pendirian Keperasi:
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi pendiran koperas 2. SK Pengesahan Akla
Pendinan Koperasi.
1. Akta Pendirian Koperask 10 Menit 1. Akta Pendirian Koperass,

Menyerahkan Akta Pendirian Koperas: dan
SK Pengesahan Akta Pendirian Koperae:

2. SK Pengesahan Akla
Pendirizn Koperasi.

2. SK Pengesanan Akia
Pendirian Koperasi.




NOMOR SOP : 004.021.13/065-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 7 Agustus 2025 pukul 13.52
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN |: 1] Npvember 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Pelayanan Surat ﬁ’encatatan Pelaporan Perubahan

Pengurus dan Pengawas Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kola Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait koperasi

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. KomputerlL'aptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;

5. Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelayanan surat
keterangan pencatatan perubahan pengurus dan pengawas koperasi

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pengembang Katim Kabid Ket
Kewirausahaan Kelembagaan dan Pemberdayaan B::I::J:::q Sekretaris Dinas Kepala Dinas Helengkapan Waktu Output
{Pertama) TL Koperasi Koperasi

Menerima berkas perubahan pengurus dan 1. Disposisi surat; 2 Surat 5 Menit 1. Disposisi surat; 2. Surat

pengawas koperasi - Pemberitahuan Perubahan Pemberitahuan Perubahan
Pengurus dan Pengawas Pengurus dan Pengawas
Koperasi: 3. Benta Acara Koperasi: 3. Berila Acara
Rapat Perubahan Rapat Perubahan
Pengurus dan Pengawas Pengurus dan Pengawas

. Koperasi. 4 Fotokopi Koperas:: 4. Fotokepi
Tidak Dafar Hadir Rapal Dattar Hadir Rapat

Pemberilahuan Perubahan Pemberitahuan Perubahan
Pengurus dan Pengawas Pengunis dan Pengawas
Koperasi Koperas:

Memeriksa berkas perubahan pengurus 1. Dispesisi surat: 2. Surat 15 Menit 1. Surat Pemberitahuan

dan pengawas koperasi o Pemberitahuan Perubahan Perubahan Pengurus dan
Pengurus dan Pengawas Pengawas Koperasi 2.
Koperasi; 3. Benta Acara Berita Acara Rapat
Rapat Perubahan Perubahan Pengurus dan
Pengurus dan Pengawas Pengawas Koperasi 3.

va Koperas:; 4. Fotokopi Folokopm Caftar Hadir

Daftar Hadir Rapat Rapat Pemberitahuan
Pemparitahuan Perubahan Perubahan Pengurus dan
Penguius dan Pengawas Pengawas Koperast
Koperas:

Menginput data perubahan pengurus dan 1. Surat Pemberitahuan 15 Menit Data perubahan pengurus Melalui

pengawas koperasi Fefubahan Pengurus dan dan pengawas Koperasi website

ods.kop.go.id

Pengawas Koperasi 2.
Barita Acara Rapat
Perubahar Pengurus dan
Pengawas Koperasi 3.
Fotokopi Dakar Hadir
Rapat Pemberitahuan
Perubahan Pengurus dan
Pengawas Koperas:




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengembang Katim Kabid Kopala Sub Kot
Kewirausah bagaan dan Pemberdayaan .:: um Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
{Pertama) T Koperasi Koperasi ¢ peg

4 sMembuat surat keterangan pencatatan Data perubahan pengurus 15 Menit Konsep surat

perubahan pengurus dan pengawas dan pengawas koperasi

kop@ras:
5 Mesmetiksa surat pencatatan perubahan Tidak Ya Konsep surat 5 Menit Konsep surat

penguirus dan pengawas koperasi
6 Memeriksa surat pencalaian perubahan Tidak 7 Ya Konsep surat 5 Menil Konsep surat

pengurus dan pengawas koperasl \
7 Memberi nomor surat pencatalan Konsep surat 5 Menit Konsep surat

pervbahan pengurus dan pengawas

koperasi
8 Memeriksa surat pencatatan perubahan Tidak l Ya Konsep surat 5 Menit Konsep surat

pengurus dan pengawas koperasi v
-] Merandatangani surat pencatatan Konsep surat 5 Menit Surat pencatatan

perubahan pengurus dan pengawas pelaporan perubahan

Koperasi pengurus dan pengawas

Koperasi
y

10 Menyampaikan sural pencatatan Surat pencatatan 15 Menit Surat pencalatan Menyampaikan

perubahan pengurus dan pengawas pelaporan perubahan pelaporan perubahan kepada

asi pengurus dan pengawas penguinus dar pengawas Koperasi yang
¥ koperasi koperasi bersangkutan




NOMOR SOP : 004.021.13/075-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 14 Agustus 2025 pukul 10.25

DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | - 1| November 2025

DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Koperasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 1. Mampu mengoperasikan komputer;
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan | 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Memahami regulasi terkait koperasi
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro
3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah
Keterkaitan SOP Peralatan / Periengkapan

1. Komputem;aptop;
2. Jaringan Internet;

3. Printer;
4. Alat Tulis Kanlor;
5. Smartphone
Peringatan Pencatatan & Pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat penyelenggaraan 1. Tercatat di arsip manual dan digital

bimbingan teknis koperasi




l

Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan et
Pengembang Kewirausahaan (Pertama) Katim Kelembagaan dan TL Koperas) Kabld Pemberdayaan Koperasi Kelengkapan Waidu Output
Mengidentifikasi data cai serta
T kasi data ca?n pe Data koperasi 30 Menit Dafar pesertz bimbingan
bimbingan teknis koperasi teknis koperasi
N
birmbi a;a:;k '::speiaksanaan kegatan Datar peserta bimbingan 120 Menit 1. Surat undangar; 2.
™ teknis koperasi Penentuan narasumbper: 3.
r Lokasi peiaksanaan
kegiatan; 4 Daftar hadir
peserta; 5. Spanduk
kegiatan
Memenksa persiapan pelak: i
tegiatan bir:::ga’:\ale::is sanaan Tidak Ya 1. Surat undangan; 2. 15 Menit 1. Surat undangan, 2.
Penentuan narasumber: 3. Penentuan narasumber: 3.
Lokasi pelaksanaan Lokasi pelaksanaan
kagiatan; 4. Daftar hadir kegiatan: 4 Daftar hadir
pesenta; 5. Spanduk peserta; 5. Spanduk
kegiatan kegiatan
5 Jam Laporan Pelaksanaan

Metaksanakan kegiatan bimbingan teknis

t. Surat undangan; 2.
Panentuan narasumber; 3.
Lokasi pelaksanaan
kagiatan; 4. Dattar hadir
peserta; 5. Spanduk
Kegiatan

Kegiatan Bmbingan Teknis
Koperasi




NOMOR SOP : 004.021.13/089-2025
DINAS KOPERASI D AN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN - 8 September 2025 pukul 09.52
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN |: {{ NOV&mL er 2025
DISAHKAN OLEH KE
Nama SOP - Penyelenggaraan Kemitraan Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

w

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

_Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomer 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian

_Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

. Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait perkoperasian

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4, Alat Tulis Kantor;
5. Smartphone

Peringatan

Pencatalan & Pendataan

1.

Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses fasilitasi
kemitraan koperasi

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Palaksana Muti Baku
Kegiotan Ket
’ itraan dan J n Usaha
Pengembang Kewirausahaan {(Pertama) Katim Kem a:: " :"“‘98 Kabld Pembercayaan Koperasl Kelengkapan Waktu Outpust
MorigiSenias Aata calon peserta Data koperasi 30 Menit Daftar koperasi peserta
N —— kegiatan kemitraan
R koperasi
b
MeiFpersiapral paiaksanaan kegiatan Daflar koperasi peserta 120 Menit 1. Surat undangan; 2.
Ker¥ash koparas kegiatan kemitraan Penantuan stakeholder
koperasi kemitraan: 3. Lokasi
pelaksanaan kegiatan: 4.
Cattar hadir peserta: 5.
Spanduk kegiatan
Ya 1. Surat undangan; 2. 15 Menit 1. Surat undangan; 2.

Mernerikea persiapan pelaksanaan
xegiatan kemitiaan koperas!

Tidak

Penentuan stakehoider
kemitraan: 3. Lokasi
pelaksanaan kegiatan; 4
Daftar hadir pesenta; §
Spanduk kegiatan

Penentuan stakeholder
kemitraan; 3. Lokasi
pelaksanaan kegiatan; 4.
Oaftar hadir pesertz; 5
Spanduk kegiatan

Melaksanakan kegiatan kemiraan koperas:

1. Surat undangan; 2.
Penentuan stakeholder
kemitraan; 3. Lokasi
pelaksanaan kegiatan: 4
Daftar hadir peserta; 5.
Spanduk Kegiatan

5 Jam

Laporan Hasil Pelaksanaan
Kemitraan Koperas:




DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

NOMOR SOP - 004.021.13/1092-2025

TANGGAL PEMBUATAN : 11 Seplember 2025 pukul 13.00

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : {1 November 2025

DISAHKAN OLEH KEPALA DI FERAS USAHA KECIL DAN
Nama SOP : Fasilitasi Pameran bagi Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Kaperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan

Pembinaan Perkoperasian

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan

Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 lentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

N

w

w

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait perkoperasian;

4. Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan kensumen/pasar

&

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;

5. Smartphone

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan fasilitasi
pameran bagi koperasi

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kogiatan Pengembang Katim Kemitraan Kabld Kegala Sub
Kewirausahaan dan Jaringan Pemberdayaan Ba l:: um Sekretaris Dinas Hepaia Dinas Keiengkapan Waktu Output
(Pertama) Usaha Koperasi Koperasi o ped
» b8 Apla ko i calon Data koperasi 60 Menit Data koperasi calon
an peserta pameran
)
el xoardinasi kepada Koperasi Data koperasi calon 15 Menit Datar koperasi dan produk
caton pameran koperasi peserta pameran koperasi caion peserta
pameran
" kurasi produk koperasi caion Dattar koperasi dan prochik 120 Menit Daftar koperasi dan produk
na an koperasi caicn peserta koperasi peserta pameran
f pameran
Ksa dafter koperasi dan produk Tidak Daftar koperasi dan produk 15 Menit Daftar koperasi dan produk
Koparasi peserts pameran Koperasi peserta pameran koperasi peserta pameran
) Ya
+
Me i Surat Pemberitahuan Fasiitasi Daftar koperasi dan produk 15 Menit Konsep surat
e bagi Koperasi Koperasi peserta pameran
‘
ssa surat Tidak Ya Konsep surat § Menit Konsep surat
Mermeri 1 T Ya Konsep surat 5 Menit Konsep surat
. surat Konsep surat 5 Menit Konsep surat
1
+
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Metyerahian suratl

Fasilitasi Pameran bagi
Koperasi

Fasilitasi Pameran bagi
Koperasi

Polaksana Mutu Baku
Ne Kaglatan Pengembang Katim Kemitraan Kabid Kepala Sub Kot
Kewirausahaan dan Jaringan Pemberdayaan Bagian Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Keilengkapan Waktu Output
{Pertama) Usaha Koperasi Koperast

5 Memenkes surat Tigak Ya Konsep surat 5 Menit Konsep surat

10 Manandatangan surat Konsep surat 5 Menit Surat Pembaritahuan
Fasilitasi Pameran bagi
Koperasi

Surat Pemberitahuan 10 Menil Surat Pernberitahuan




NOMOR SOP : 004.021.13/090-2025
Dl NAS KOPERAS] DAN USAHA KEC”_ DAN TANGGAL PEMBUATAN : B September 2025 pukul 10.45
MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN
DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Bandung
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan | 2. Memahami regulasi terkait perkoperasian;
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman
Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Daerah

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;
4_Alat Tulis Kantor;
5. Smartphone

Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat proses penilaian 1. Tercatat di arsip manual dan digital

koperasi berprestasi tingkat Kota Bandung




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglaten Pengembang Katim Kemitraan Kabid Kebala Sub
Kewirausahaan dan Jaringan Pemberdayaan Ba I: Um Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Walktu Cutput
(Pertama) Usaha Koperas! Koperasi 9 ped
Merigidentfikas: data koperasi yang akan Data koperasi 1 Hari Oata xoperasi berdasarkan
dinilgs | xategori
L
Memeriksa dala koperasi yang akan dinilai Tidak Data koperasi berdasarken | 60 Menlt Data xoperasi berdasarkan
kategori kategori
Ya
3
Mefmparsiapkan pelaksanaan penilaian Data koperasi berdasarkan 120 Menit 1. Nota Dinas: 2. Surat
koperas) barprestasi kategori Perintah Peizksanaan
Peniiaian Koperasi
Berprestasi
Meiaksanakan penilaian koperasi 1. Nota Dinas; 2. Sural 1 Butan Berita Acara Penilalan
benpyesiasi Perintah Pelaksanaan Koperasi Berprestasi
Penilaian Koperasi Tingkat Kota Bandung
Berprestasi
Menyusun surat permchonan penstapan Berita Acara Penilzian 15 Menit Surat permohonan
koperasi berprestasi meialui Keputusan Koperasi Berprestasi penetapan koperas:
Wali Kota Tingkat Kota Bandung berprestasi meialul
Keputusan Waii Keta
Memeriksa surat Tidak Ya Konsep surat 5 Menit Konsep surat
Mermeriksa surat Tidak Konsep surat 5 Menit Konsep surat
Ya
+




Pelaksana
Mo Kogiaten Pengembang Katim Kemitraan Kabid Kepaia Sub Ket
Kewirausahaan dan Jaringan Pemberdayaan Baglan Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Cutput
(Pertama) Usaha Koperasl Koperasi
8 Merriiey] normer surat Konsep surat § Menit Konsep surat
3 Meriisiiksd surat Tiadk va Konsep surat 5 Menit Kensep surat
1o Menandatangan! surat Konsep surat 5 Menit Surat Permohonan
Penetapan Koperasi
Berpresiasi Melalui
Keputusan Wali Kota
1 Mengmimkan surat Surat Permohonhan 5 Menit Surat Permohonan Mengirimkan
Penetapan Koperass Penetapan Koperasi surat
Berprestasi Melalui Berprestasi Melalui pemohoran
Keputusan Wali Kata Keputusan Wali Kota kepada
Bagian

Hukurn




NOMOR SOP : 004.021.16/071-2025

DINAS KOPERAS| DAN USAHA KECIL DAN | TANGGAL PEMBUATAN | : 11 Agustus 2025 pukul 14.01

MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik | 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
Pembinaan Perkoperasian 3. Memahami regulasi terkait koperasi

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
18/PER/M KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedornan Pendidikan
dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan 1. Tercatat di arsip manual dan digital
pendidikan dan latihan koperasi




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Ki tan Ket
ol dan UMKM Kasubag TU UPTD Balatkop dan Pengembang Kewirausahaan Ketenakapan Waktu
Kepala UPTD Balatkop dan UMKM (Pertama) ngkapa: Output
Menerima daftar peserta pendidikan dan Dattar calon peserta $ Menit Dafar calon peserta
tatihan koperasi pendidikan dan latihan pendidikan dan iatihan
koperasi koperasi
4
Daftar caion peserta 30 Menit Daftar peserta pelatihan

Mengkonfirmasi kepada calon peserta
peialihan dan latihan koperasi

pendidikan dan latihan
koperasi

dan lathan koperasi

Memparsiapkan pelaksanaan pendidikan Dattar peserta petatihan 7 Hari 1. Surat Undangan; 2
dan latihan koperasi dan latihan koperas: Silabi; 3. Penentuan
Narasumber; 4. Lokasi
Pelaksanaan Kegiatan; 5,
Daftar Hadir Peserta
1. Surat Undangan; 2 5 Hari Laporan Pelaksanaan

Melaksanakan pendidikan dan latihan
koperasi

Silabi; 3. Penentuan
Narasumber; 4. Lokasi
Pelaksanaan Kegiatan; 5.
Daftar Hadir Feserta

Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Koparasi




NOMOR SOP : 004.021.16/072-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 12 Agustus 2025 pukul 10.23

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : (| November 20
S FOPERA USAHA KECIL DAN

DISAHKAN OLEH 3
Nama SOP : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Usaha

Mikro

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

w

w

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
18/PER/M.KUKM/X/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan
dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 51 Tahun 2021 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi
dan Usaha Kecii dan Menengah Kota Bandung

. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Memahami regulasi terkait usaha mikro

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

%

Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan
pendidikan dan latihan usaha mikro

1. Tercatat di arsip manual dan digita!




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Kepala UPTD Baiatkop dan UMKM Kasubag TU UPTD Balatkop dan UMKM Pengembang Kewirausahaan {Fertama) Kelengkapan Waktu Output
Menerima dafiar peserta pendidikan dan ( ‘) Oaftar calon peserta 5 Menit Dattar calon peseria
\atihan usaha mikro pendidikan dan latihan pendidikan dan lathan
L J usaha mikro usaha mikro
Dattar calon peserta 30 Menit Dattar paserta pelatinan

mMengkonfirmasi kepada calon peserta
pelatihan dan iatihan usaha mikro

pendidikan dan {atihan

dan latihan usaha mikro

l usaha mikro
e —
+
ersiapkan pefaksanaan pendidikan Dattar pesenrta pelatihan 7 Hari 1. Surat Uindangan 2. Sitabi

gan fatihan usaha mikro dan latihan usaha mikro 3. Penentuan Narasumber
4. Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan 5. Dattar Hadir
Peserta

g 1. Surat Undangan 2. Silsbi | 5 Han Laporan Pelaksanaan

Melaksanakan pendidikan dan latihan
usaha mikro

3. Penentuan Narasumber
4. Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan 5. Daftar Hadir
Peserta

Kegiatan Pendidikan dan
Pelatthan Usaha Mikro




NOMOR SOP : 004.021.11/032-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 30 Juli 2025 pukul 09.30

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: 1| November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Surat Masuk Online

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun
2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Memahami tata naskah Dinas;

3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. Mampu mengelola administrasi persuratan dengan baik

Kelerkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses surat masuk
instansi

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Kepala Sub Baglan Umpeg Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

Menerima Surat Masuk Online Surat Masuk 8 Menit Surat Masuk Melalui website

pesona.bandung.go.id
+

Meneruskan Surat Masuk Online Surat Masuk 5 Menit Sural Masuk Melalui website
pesona bandung.go.id

Surat Online & Menit Disposisi Online Meiaiui website

Memberikan Disposisi Online

pesona.bandung.go.id




NOMOR SOP : 004.021.11/033-2025
DINAS KOPERASI| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 30 Juli 2025 pukul 13.16
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : {|{ vauﬂbw 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DI IPERA & N USAHA KECIL DAN
Nama SOP : Surat Keluar Online

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun
2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kernampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Memahami tata naskah Dinas;

3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. Mampu mengelola adminisirasi persuratan dengan baik

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses surat keiuar
instansi

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Kepala Sub Baglan Umpeg Sekretaris Dinas Kepaia Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menerima konsep surat online dan W Tidak Konsep surat online 15 Menit Konsep surat online
memberi NOMoT surat ’
Memeriksa konsep sural Konsep surat online 15 Ment Konsep surat onfine
Konsep surat online 15 Menit Surat keluar online

Menandatangani konsep surat online

Ya




NOMOR SOP - 004.021.11/034-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 30 Juli 2025 pukul 13.30
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: 1| November 2015
DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Pengajuan Cuti

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian;
3. Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
¢
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengajuan cuti

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan Ket
Penelaah Teknis Kebjjakan | Xepaila Sub Bagian Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Keiengkapan Waktu Output
1 Menerima pengajuan cuti Formulir permintaan dan 5 Menit Formuiir permintaan dan | Melaiui website
pemberian cuti pemberian cuti simpeg-
adm.bandung.go id
Tid:
y
2 Memeriksa pengajuan cuti _I Formutir permintaan dan 15 Menit Formuiir permintaan dan | Melalui website
pemberian cuti pemberian cutl simpeg-
adm bandung.go.id
Ya
+
3 Menyusun surat pengantar pengajuan Formulir parmintaan dan 15 Menit Konsep surat pangantar | Melalui website
cuti pemberian cuti pengajuan cuti pesona.bandung go ki
h
r
4 Memberi nomor surat pengantar Konsep surat pengantar 5 Menit Konsep surat pengantar Melalui websie
pengajuan cuti pengajuan cuti pengajuan cuti pesona . bandung.go.id
] Memeriksa surat pengantar pengajuan Tidak Ya Konsep surat pengantar 5 Menit Konsep surat pengantar Melaiui website
cuti pengajuan cuti pengajuan cuti pascha . bandung. ga id
6 Menandatangani surat pengantar Konsep surat pangantar 5 Menit Sural pengantar Melslul website
pengajuan cull pengajuan cuti pengajuan cuti pesona.bRAgUAY go.id
7 Mengirimkan pengajuan cuti W 1. Formulir permintaan 5 Menit Usulan cuti Melaiui websits
dan pemberian cuti; 2. simpeg-
Surat pengantar aom bandung go id
pengajuan cuti kepada BKPSOM




DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

NOMOR SOP - 004.021.11/035-2025

TANGGAL PEMBUATAN - 30 Juli 2025 pukul 13.49
TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pengajuan Kartu Istri/Kartu Suami

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian;
3. Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer; %

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses pembuatan
kartu istri/suami

1. Tersimpan di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Penelaah Teknis Kebljakan Kelengkapan Waktu Output

Menerima pengajuan kartu istrikartu Formutir pengajuan kartu 5 Menit Formulir pengajuan kartu Meialui website

suami istri/kartu suami istri’kariu suami simpeg-
adm bandung.go.id

Tidak

Mermeriksa pengajuan karty istrifkartu _l Formutir pengajuan karty 30 Menit Usulan kartu istri‘kartu Melalui website

suami istri/kartu suami suami simpeg-
adm bandung.go.id

Ya
]

Mengirimkan pengajuan kartu istrvkartu Usulan kartu istrirkartu 5 Menil Usuian kartu istri/kartu Melalui website

suami suami suami simpeg-
adm.bandung.go.id
kepada BKPSDM




NOMOR SOP : 004.021.11/036-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 31 Juli 2025 pukul 07.04

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : {1{ NDVe,mlm- 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pengajuan Pensiun

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian,
3. Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengajuan pensiun

1. Tersimpan di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Koglatan Ket
Penelaah Teknis Kebilakan | Kepala Sub Baglan Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
Meneriwia pergajuan pensiun Formulir pengajuan 5 Menit Formulir pengajuan Melzalui website
l pensiun pensiun sinpeg-
adm.bandung.go.id
Tidak
r
Mesneviss pengajuan pensiun Formulir pengajuan 30 Menit Formulir pengajuan Melzlui website
pensiun pensiun simpeg-
adm.bandung.go.id
Ya
)
Meryusun suril pengantar pergajuan Konsep surat pengantar 15 Menit Konsep surat pengantar Melalui website
pensiun pengajuan pensiun pengajuan pensiun pesona.bandung.go.id
Memberi nomor surat pengantar Konsep surat pengantar 5 Menit Konsep surat pengantar Melaiui website
perigajuan pensiun pengajuan pensiun pengajuan pensiun pesona.bandung.go.id
Memariksa surat pengantar pengajuan Tigak Ya Konsep surat pengantar 5 Menit Konsep surat pengantar Melalut website
pensiun pengajuan pensiun pengajuan pensiun pesona. bancung.go.id
Menandantangani surat pengantar Konsep surat pengantar § Menit Surat pengantar Melalui website
pangajuan pensiun pengajuan pansiun pangajuan pensiun pesona.bandung.go.id
Mengirimkan pengajuan pensiun w 1 Formulir pengajuan SMenit Usutan pensiun Melalui website
pensiun; 2. Surat simpeg-
pengantar pengajuan adm.bandung.go.id
pensiun




NOMOR SOP

: 004.021.11/037-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN

: 31 Juli 2025 pukul 07.21

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian;
3. Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
3
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengajuan kenaikan
kinerja berkala

1. Tercatat di arsip digital

: Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Penelaah Teknis Kebljakan Kelengkapan Waktu Output
Me: 2 pengajuan kenaikan gaji 1. SK CPNS: 2. SK 5 Menit Berkas pengajuan Meilaiui website
berkala > Pangkat Terakhir; 3. SKP kenaikan gaji berkala simpeg-
Terakhir: 4. Surat adm.bandung.go.id
Penetapan Kenaikan Gaji
Berkala Akhir; 5. SK
PMK; 6. SK Jabatan
Tidak Terakhir; 7. Formulir
Pengajuan Kenaikan Gajt
Berkala
4 . 5
Metneriksa psngajuan kenaikan gaii Berkas pengajuan 30 Menit Usul?n pengajuan Melalui website
perkala e kenaikan gaji berkala kenaikan gaji berkala simpeg-
adm bandung.go.id
Ya
+
Usulan pengajuan 5 Menil Usulan pengajuan Melalui weabsite

Mengirim pergajuan kenaikan gaji
berkata

kenaikan gaji berkala

kenaikan gaiji berkala

simpeg-
adm .bandung.go.id
kepada BKPSDM




NOMOR SOP

: 004.021.11/038-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 31 Juli 2025 pukul 08.07
TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: {1 November 2025
DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pengajuan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian;
3. Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internst
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengajuan kenaikan
pangkat

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kot
Penelaah Teknis Kebljakan Kepala Sub Bagian Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menerima pengajuan kenaikan pangkat 1. Formulir Pengajuan § Menit Berkas pengajuan Melalui website
— Kenaikan Pangkat; 2. SK kenaikan pangkat simpeg-
Tugas Belgjar: 3. SK adm.bandung go.id
Pancantuman Gelar; 4.
Foriap Dikti; 5. SKP 2
tahun terakhir; 6. Surat
pemyataan tidak sedang
daiam hukuman
Tidak disiplin/peradilan; 7. Surat
Tanda Lulus Ujian Dinas
(STLUD); 8. SK Pangkat
Golongan; 9. SK
Penyesualan Masa Kerja
(PMK)
Memeriksa pengajuan kenaikan pangkat Berkas pengajuan 3% Menit Berkas pengajuan Metalui wabsite
- kenaikan pangkat kenaikan pangkat simpeg-
adm.bandung.go i
Ya g-goid
Menyusun surat pengantar pengajuan Berkas pengajuan 15 Mentt Konsep surat pengantar Meialui website
Kkenaian pangkat kenaikan pangkat pengajuan kenaikan pesona.bandung.go id
pangkat
Memberi nomor sural pengantar Konsep surat pengantar 5 Menit Konsep surat pengantar Melalui website
pengajuan kenaikan pangkat pengajuan kenaikan pengajuan kenaikan pesona.bandung.go.id
pangkat pangkat
Memeriksa surat pengantar pengajuan Tidak Konsep surat pengantar 5 Menit Konsep surat pengantar Melalui website
kenaikan pangkat pengajuan kenalkan pengajuan kenaikan pesona.bandung.go.id
pangkat pangkat
Ya
+




Mutu Baku

Pefaksana
Keglatan Ket
Penelaah Teknis Kebljakan Kepala Sub Baglan Umpeg Sekretaris Dinas Kepaia Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menandatangani surat pengantar Konsep surat pengantar SMenit Surat pengantar Melalui website
pengajuan kenaikan pangkat pengajuan kenaikan pengajuan kenaikan pesona.bandung go.id
pangkat pangkat
1. Berkas pengajuan 5Menit Usulan kenaikan pangkat Melalui website

Menginm pengajuan kenaikan pangkat

kenaikan pangkat; 2.
Sural pengantar
pengajuan kenaikan

pangxat

simpeg-
adm_bandung.go.id
kepada BKPSDM




NOMOR SOP

: 004.021.11/040-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN - 31 Juli 2025 pukui 08.45
TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pengajuan Satya Lencana

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian;
3, Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengajuan satya
lencana

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Penelaah Teknis Kebljakan | Kepala Sub Bagian Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menerima pengajuan satya lencana 1. Formulir Pengajuan 5 Benit Berkas pengajuan satya
Satya Lencana; 2. Daftar lencana
Riwayat Hidup: 3. 8K
CPNS: 4. SK PNS; 5. 8K
Jabatan Terakhir; 6 SK
Pangkat Terakhir. 7.
Surat Keterangan Tidak
Ticak Pernah Dijatuhi
Hukuman Disiplin
Tingkat Sedang/Berat; 8.
Piagam Satya Lencana
Terakhir
r
Memeriksa pengajuan satya lencana Berkas pengajuan satya 3¢ Menit Berkas pengajuan satya
lencana lencana
Ya
+
Menyusun surat pengantar pengajuan Berkas pengajuan satya 15 Menit Konsep surat pengantar | Melalui website
satya lencana lencana pengajuan satya lencana pesona.bandung.go.id
Memb'en nomar surat pengantar Konsep surat pengantar 5 vienit Konsep surat penganiar Melalui website
pengajuan satya lencana pengajuan satya lencana pengajuan satya lencana pesona.bandung.go.id
Memeriksa surat pengantar pengajuan Tidak Ya Konsep surat pengantar Sulenit Konsep surat pengariar Melalui website
satya lencara pengajuan satya lencana pengajuan satya lencana | pesona.bandung.go.id
. A
Melaa@atangann surat pengantar Konsep surat pengantar | 5Menit Surat pengantar Metalui website
pengajuan satya lencana pengajuan satya lencana pengajuan satya lencana | pesona.bandung.goid
Mengirim pengajuan satya lencana ] 1. Berkas pengajuan SMenit Usuian satya lencana Melalui e-Mail kepada
[ satya lencana; 2. Surat BKPSDM
pengantar pengajuan
satya lencana




NOMOR SOP

: 004.021.11/041-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN

: 31 Juli 2025 pukul 08.49

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

SAHA KECIL DAN

Nama SOP

: Pengajuan Tugas Belajar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Paraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian;
3. Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengajuan tugas
belajar

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Penelaah Teknls Kebljakan Kepala Sub Bagian Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menerima pengajuan tugas belajar 1. Surat Pernyataan § Menit Berkas pengajuan tugas Melalui website
Bermeterai Tidak Pindah belajar simpeg-
N Tugas; 2. Jadwal Kuliah; adm.bandung.go.id
3. Pas Foto Berwama; 4.
tjazah Terakhir; 5.
Transkrip Nilai Terakhir; 6.
SK Pangkat Terakhir; 7.
SK Jabatan Terakhir, 8.
SKP Teraxhir; 9. Surat
Keterangan Terdaftar
Tidal Perguruan Tinggi: 10.
Berkas Akreditasi
Perguruan Tinggi; 11.
Surat Keterangan
Konversi Nilai bagi PNS
yang Pindah Kampus; 12.
Formulir Pengajuan Tugas
Belajar
Memeriksa pengajuan tugas belajar Berkas pengajuan lugas 3 Menit Berkas pengajuan tugas Me alui website
i belajar belajar simpeg-
Ya adm.bandung.go.id
+
Menyusun surat pengantar pengajuan Berkas pengajuan tugas 15 Menit Konsep surat pengantar Melalui website
tugas belajar beiajar pengajuan tugas belajar pesona.bandung go.id
Memberi rromor surat pengantar Konsep surat pengantar SMenit Konsep surat pengantar Melalui website
pengajuan tugas belajar pengajuan tugas belajar pengajuan tugas belajar pesona.bandung go.id
Memeriksa surat pengantar pengajuan Tidak Kansep surat pengantar 5 \enit Konsep surat pengantar Melalui website
pengajuan tugas belajar pengajuan tugas belfajar pesona bandung.go.id

aigas belajar




Mutu Baku

Pelaksana
Kegiatan Ket
Panelaah Teknis Kebijakan Kepala Sub Baglan Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Menandatangani surat pengantar Kansep surat pangantar § Menit Surat pengantar Melalui website
pengajuan tugas belajar pengajuan tugas belajar pengajuan tugas belajar pesona bandung.go id
5 Menit Usulan tugas belajar Melalui website

Menginm pengajuan tugas belajar

N

1. Berkas pengajuan
tugas belajar; 2. Suralt
pengantar pengajuan
tugas belajar

simpeg-
adm.bancung.go.id
kepada BXPSDM




NOMOR SOP : 004.021.11/042-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 31 Juli 2025 pukul 09.03
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: {{ November 2015
DISAHKAN OLEH PERA
Nama SOP : Pengajuan Pencatuman Gelar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomeor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian;
3. Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengajuan
pencantuman gelar

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Penelaah Teknis Kebijakan | Kepala Sub Bagian Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
) i .
gelar ma pengajuan pencantuman 4. Formulir Pengajuan 5 Menit Berkas pengajuan Melalui website
Pencantuman Gelar, 2 pencantuman gelar simpeg-
SKP 2 Tahun Terakhir. 3. adm.»andung go.id
SK Tugas Belajar. 4.
ljazah: 5. Sural
Keterangan Pangkalan
Tiday Data Dikli; 6. 3K
Pangkat Golongan, 7.
SK CPNS; 8. SK PNS: 9.
Akreditas BAN PT
Memeriksa pengajuan pencantuman Barkas pengajuan 30 Menit Berkas pengajuan Melalui website
. pencantuman gelar pencantuman gelar simpeg-
va adm bandung.go.id
¥
Menyt:‘stzr;::rate:ngantar pengajuan Berkas pengajuan 15 Menit Konsep surat pengantar Melalui website
¢ pencaniuman gelar pengajuan pencantuman pesona bandung.go.id
y gelar
Meinhe -
ri nOMor
u;: nc::::t :‘;"G:NW Kansep surat pengantar & Menit Konsep surat pangantar Melaiui website
pengajuan pe man gelar pengajuan pencantuman pengajuan pencantuman pesona bandung.go.id
gelar gelar
4
Merneriks
mu:;:ra;:fengamar pangajuan idak va Konsep surat pengantar | 5Menit Konsep suratpengantar | Meialui website
g pengajuan pencantuman pergajuan pencantuman pesona bandung .go.id
gelar gelar
Merandatangani :
T:n ng:z;:zjr:: pen:amar Konsep surai pengantar | SMenit Surat penganiar Melafui website
pengajuan pe! an gelar pengajuan pencantuman pengajuan pencantuman pescna.bandung.go.id
gelar gelar
1. Berkas pengajuan 5Menit Usuian pencantuman Melalui website

Mengirim pergajuan gencantuman
getar

pencantuman gelar. 2.
Surat penganiar
pengajuan pencantuman

gelar

gelar

sImpeg-
adm. bandung go.id
kepada BKPSDM




NOMOR SOP

: 004.021.11/043-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN - 31 Juli 2025 pukul 09.08
TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: W\ November 2025
DISAHKAN OLEH

Nama SOP - Pengajuan Pemberkasan PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Pearturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Disiplin
Kehadiran ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam administrasi kepegawaian;
3. Memiliki kewenangan sebagai operator kepegawaian

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laplop;
2. Jaringan Internet
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pengajuan
pemberkasan PNS

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Muts Baku
Keglatan Ket
Penelaah Teknis Kebijakan | Kepala Sub Bagian Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menerima pengajuan pemberkasan 1. Formulir Pengajuan 5 Menit Berkas pengajuan Melalui website
PNS Pemberkasan PNS; 2. pemberkasan PNS simpeg-
SKP Terakhir; 3. ljazah adm.bandung.go.id
dan Transkrip saat
4‘ Pengangkatan CPNS; 4.
Tid STTPL Diklatsar: 5.
SPMT CPNS
Memeriksa pengajuan pemberkasan Berkas pengajuan 30 Menit Berkas pangajuan Mstalul website
PNS pemberkasan PNS pemberkasan PNS SiMpeg-
adm.bandung.go.i
Ya g.goid
v
Menyusun surat pengantar pengajuan Berkas pengajuan 15 Menit Konsep surat pengantar Melalui website
pemberkasan PNS pemberkasan PNS pengajuan pemberkasan | pesona.bandung.go.id
PNS
Memberi nomor surat pengantar Konsep surat pengantar 5 Menit Konsep surat pengantar Melalui website
pengajuan pemberkasan PNS pengajuan pemberkasan pengajuan pemberkasan { pesonabandunggeid
PNS PNS
y
Memeriksa surat pengantar pengajuan Ticak Ya Konsep surat pengantar | 5 Menit Konsep sural pengantar Melalul website
pemberkasan PNS pengajuan pemberkasan pengajuan pamberkasan | pesona.bandung goid
PNS PNS
]
Menandatangani surat pengantar Konsep surat pengantar 5 Menit Surat pengantar Melalui wabsite
pengajuan permberkasan PNS pengajuan pemberkasan pengajuan pamberkasan | pesona bandung.go.id
PNS PNS
Mengirim pengajuan pemberkasan 1. Berkas pengajuan 5 Menit Usulan pemberkasan Meiatui website
PNS pemberkasan PNS, 2. PNS SiMpeg-
Surat pengantar adm baridung.go id
pengajuan pemberkasan kepads BXPSDM

PNS




NOMOR SOP

: 004.021.11/054-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN | : 1 Agustus 2025 pukul 12.07
TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN |: 1 November 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DINASKORER
“H. AN 1AP.
% Pembina Tj» //
N/
41196061 1019B8A01001
R
Nama SOP : Pengelolaan Arsip

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Vital

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2019 lentang
Klasifikasi Arsip

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 181 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Memahami kearsipan dan peraturan tentang kearsiparn;

3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan Dinas terkait;
4. Mampu mengelola arsip instansi dengan baik;

5. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan arsip

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputem.;)plop:
2. Jaringan Intemet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;

5. Filling Cabinet;

6. Box Arsip

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses pengelolaan
arsip

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Arsiparis (Pertama) Kelengkapan Waktu Output
1 Menetima dokumen arsip 4 Dokumen arsip 5 Menit Dokumen arsip
|
v
9 Mermilah doku arsip Dokumen arsip 5 Menit Dekumen arsip
|
+
3 Mengklasifikasikan dokumen arsip Dokumen arsip 5 Menit Dokumen arsip Labet
klasifikasi
I
¥
4 Menyimpan arsip sesuai Kasifikasinya Dokumen arsip Label 1 Jam Daftar arsip aktif Daftar
Klasifikasi arsip akti
terdiri daci
datar
berkas dan
aaftar isi

berkas




NOMOR SOP : 004.021.11/055-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 12.28

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pemindahan Arsip inaktif

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Inakiif

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Memahami kearsipan dan peraturan tentang kearsipan;

3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan Dinas terkait;
4. Mampu mengelola arsip instansi dengan baik;

5. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan arsip

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;
5. Box Arsip

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambal proses pemindahan
arsip inaklif

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Arsiparis (Pertama) Kelengkapan Waktu Qutput
Menerima arsip maktif Berita Acara Pemindahan 5 Menit Berita Acara Pemindahan
Arsip Inaktif Daftar Arsip Arsip Inaktif Daftar Arsip
Inaktif Dokumen Arsip Inaklit Dokumen Arslp
inaktif fnaklit
y
Menandatangani Berita Acara Berita Acara Pemindahan 5 Menit Bevila Acara Pemindahan Berita Acara
Pemindahan Arsip inaktif Arsip inaktif Daftar Arsip Arsip Inaktif Daftar Arsip ditandatangani
Iinaktif Dokumen Arsip inaktf Dokumen Arsip cleh Jabatan
inaktf Inaitif Fungsional
Arsiparis
y
Memeriksa arsip inakeif Berita Acara Pemindahan 10 Menit Berita Acara Pemindahan
Arsip inaktif Daftar Arsip Arsip inaktif Daftar Arsip
inaktif Dokumen Arsip Inaktif Dokumen Arsip
Inaktif Inaktif
4
Berita Acara Pemindahan 10 Menit Berita Acara Pemindahan

Menyimpan arsip inaktif

Arsip Inaktif Daftar Arsip
inaktif Dokumen Arsip
inaktif

Arsip Inaktit




NOMOR SOP : 004.021.11/056-2025
DINAS KOPERASI| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 1 Agustus 2025 pukul 13.08
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: {1 November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Peminjaman Arsip
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomeor 71 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Vital

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Memahami kearsipan dan peraturan tentang kearsipan;

3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan Dinas terkait;
4. Mampu mengelola arsip instansi dengan baik;

5. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan arsip

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer; |

4. Alat Tulis Kantor;
5. Box Arsip

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat proses peminjaman
arsip

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Argiparis (Pertama) Kelengkapan Waktu Qutput

Menerima permohonan peminjaman Formulir peminjaman 5 Menit Formulir peminjaman
arsip arsip arsip

]

¥
Memeriksa permahonan peminjaman Formulir peminjaman 10 Menit Formulir peminjarman
arsip arsip arsip

|

*
Menandatangan formufir permmjaman Formulir peminjaman 5 Menit Formulir paminjaman
arsip arsip arsip

[

+

Formulir peminjaman 5 Menit Kartu peminjaman arsip

Menyerahian arsip yang dipinjam

arsip




NOMOR SOP - 004.021.11/057-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 1 Agustus 2025 pukul 13.48

DAN MENENGAH. TANGGAL REVIS!

TANGGAL PENGESAHAN | : {{ Novembgr 2025

DISAHKAN OLEH
Nama SOP - Alih Media Arsip
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
Penyelenggaraan Kearsipan 2. Memahami kearsipan dan peraturan tentang kearsipan;
2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2019 tentang 3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan Dinas terkait;
Pedoman Pengelolaan Arsip Vital 4. Mampu mengelola arsip instansi dengan baik;
3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2023 tentang 5. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan arsip
Pedoman Alih Media Arsip
4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah
Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan

1. Komputerd_aptop;
2. Jaringan Intemet;

3. Scanner;
4. Printer
Peringatan Pencatatan & Pendalaan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses alih media 1. Tercatat di arsip digital

arsip




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Arsiparis (Pertama) Kepala Sub Baglan Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Dutput
Memiah arsip yang akan dialihmediakan [ N Dokumen arsip 15 Menit Dokumen arsip
¥
Menyusun daftar arsip yang akan Dokumen arsip 30 Menit Daftar atih media arsip
diathmediakan
1
¥
Mermindai dokumen arsip Daflar alih media arsip 15 Menit Dokumen arsip digital
Memvalidasi arsip digital Tidak Dokumen arsip digital 5 Menit Dokurnen arsip digita!
Menyusun daftar arsip digital Ya Dokumen arsip digital 15 Menit Dafar arsip digital
]
’
Meryusun Benta Acara Alih Media Arsip Daftar arsip digital 15 Menit Berita Acarz Alih Media
Arsip
!
+
Menandalangani Berita Acara Alih Media Berita Acara Alih Media 5 Menit Menandatangani Berita
. Arsip Acara Atih Media Arsip
Berita Acara Alin Media 5 Ment Benta Acara Alih Media

Menandatangani Berita Acara Alh Mediz
Arsip

Arsip

Arsip

o




Mutu Baku

Arsip

Arsip

Pelaksana
No Kegiatan Ket
Arsiparis (Pertama) Kepala Sub Baglan Umpeg Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
g Menandatangani Berita Acara Alih Media Berita Acara Alin Media 5 Menit Berita Acara Alih Media
Arsip Arsip Arsip
10 Menyimpan Berita Acara Alih Madia Arsip { 1 Berita Acara Alih Media 5 Menit Berita Acara Alih Media




NOMOR SOP : 004.021.11/058-2025
DINAS KOPERASI| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 14.11
DAN MENENGAH. TANGGAL REVIS
TANGGAL PENGESAHAN |: {{ Novembe~ 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Pemusnahan Arsip
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Memahami kearsipan dan peraturan tentang kearsipan;

3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan Dinas terkait;
4. Mampu mengelola arsip instansi dengan baik;

5. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan arsip

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor;

5. Box Arsip

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat proses pemusnahan
arsip

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Arsiparis (Pertama) Kepala Dinas Kelengkapan ‘Waktu Output
Memilah arsip inaktf A Dokumen arsip inaktit 1 Hari Dokumen arsip inaktif
yang akan dimusnzahkan
¥
Menyusun daftar arsip usut musnah Dokumnen arsip inaktif 2 Hari Daftar arsip usul musnah
yang akan dimusnahkan
]
Mengajukan daftar arsip usul musnah Daftar arsip usul musnah 420 Har Dattar arsip usul musnah Mengajukan
diproses kepada
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia
(ANRY)
Menerima perselujuan pemusnahan Daftar arsip usul musnah 5 Menit Surat persetujuan
arsip diproses pemusnahan arsip
)
Menyusun SK Tim Permusnahan Arsip Surat persetujuan 3 Menit SK Tim Pemusnahan
pemusnahan arsip Arsip
L
Menandatangani SK Tim Pemusnahan SK Tim Pemusnahan 5 Menit SK Tim Pemusnahan
Arsip Arsip Arsip
SK Tim Pemusnahan 156 Menit Berita Acara Pemusnahan

Menyusun Berita Acara Pemusnahan
Arsp

Arsip

Arsip




NOMOR SOP : 004.021.11/044-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 31 Juli 2025 pukul 10.22
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah
. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang

w

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganilasis data dan informasi bahan

laporan keuangan;
3. Memiliki kewenangan dalam menyusun laporan keuangan SKPD

Dinas Daerah
Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop:
2. Jaringan Internet;
3. Printer;
4. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat penyusunan
laporan keuangan

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
K Sub Bagian
Sekretaris Dinas "":.u . Penciaah Teknis Kebijakan Kepaia Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan untuk menyusun laporan Disposisi surat § Menit Disposisi surat
keuangan
2 Menugaskan untuk menyusun laporan Disposisi surat S Menit Disposisi surat
keuangan
3 Mengumpulkan data dan bahan laporan Format data dan informasi 2 Harl Format date dan informast
keuangan laporan keuangan mporan keuangan
|
¥
4 Menganalisis data dan bahan taporan Format data dan bahan 1 Jam Dala dan bahan laporan
keuangan laporan keuangan keuangan
|
. +
5 Mengikuti asistenst penyusunan laporan Data dan bahan laporan 8 Jam Memao jurnal akuntansi Melalw
keuangan keuangan website
8IPPELA
6 Menyusun laporan keuangan Memo jurnal akuntansi 20 Jam Konsep laporan keuangan
vy
7 Memeriksa Konsep Laporan Keuangan Ya Tidak Konsep Laporan Keuangan { 1.Jam Konsep Laporan Keuargan
8 Memersiksa Konsep Laporan Keuangan Ya Konsep Laporan Keuangan 1 Jam Konsep Laporan Keugfigals
b
9 Memeriksa Konsep Laporan Keuangan Tidak Konsap Laporan Keuangan | 1.Jam Konsep Laporan Keughgary
Ya _ N
10 Menandatangani Laporan Keuangan Konsep Laporan Keuangan | 5 Menit taporan Keuangan




NOMOR SOP : 004.021.11/045-2025
DINAS KOPERASI| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 31 Juli 2025 pukul 13.08
DAN MENENGAH TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: || November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pengajuan Gaji
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. KomputerlL'aptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pencairan gaji

1. Tercatal di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
ngolah Data Kepaia S n
Pe Data dan Penelaah Teknis Kebijakan pala Sub Bagla Kepala Dinas Keiengkapan Waktu Output
Informasl Keuangan

Menenma ledger gaji Ledger gaji 5 Menit Ledger gaji

A
Memeriksa ledger gaji Ledger gaji 4 Jam Ledger gajl

]

v
Menyusun template gaji Ledger gaji 1 .Jam Tempiate gajt

|

+
Menyusun kelengkapan Surat Perintah Template gaji 30 Menit SPP LS gaji
Permbayaran {SPP) LS gaji
Memverifikasi SPP LS Gali Tidak SPPLS Gajl 10 Menit SPP LS Gaji
Menandatangan SPP LS gaiji Ya SPPLS Gaji 30 Menit SPP LS Gaiji
Menyusun SPM LS gaji SPPLS gaij 30 Menit SPM LS gaji

SPM LS Gaji 10 Menit SPMLS Gaji

Memvalidasi SPM LS gaji

Tidak

-
s




Pelaksana
No Kegiatan
Pengolah Data dan Kepala Sub Bagian
Waktu Output
informasi Penelaah Teknis Kebijakan Keuangan Kepala Dinas Kelengkapan utp
s Memaraf SPM LS gaji SPM LS Gl 5 Menit SPM LS Gaj
y
10 Menandatangani SPM LS gaji SPM LS gaji 5 Menit SPM LS gaji
SPP dan SPM LS gaji 1 Jam SPP dan SPM LS gaji

11

Mengajukan SPP dan SPM gaiji




NOMOR SOP

: 004.021.11/046-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 31 Juli 2025 pukul 14.12

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: 1| November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 181 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputerl%aplop;
2. Jaringan Intemet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pencairan
tambahan penghasilan pegawai

1. Data tersimpan di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan
Pengolah Data dan Kepala Sub Baglan
Penelaah Teknis Kebijakan Kepaia Dinas Kelengkapan Waktu Outp
Informasl Ia Keuangan pa gkapa ut

1 Menerima listing TPP [ } Listing TPP 5 Menit Listing TPP
2 Memeriksa listing TPP Listing TPP 1 Hari Listing TPP

|

+
3 Menyusun template TPP Listing TPP 1 Jam Template TPP

|

]
4 Menyusun kelengkapan Surat Penntah Tidak Template TPP 30 Menit SPFLS TRP

Pembayaran {SPP) LS TPP
5 Memverifikasi SPP LS TPP SPPLSTPP 10 Menit SPPLS TPP
Ya
e m————

i

6 Menandatangani Surat Perintah SPFLSTPP 5 Ment SPP LS TPP
Pembayaran {(SPP) LS TPP
7 Menyusun SPM LS TPP SPPLSTPP 30 Menit SPM LS TPP
8 Memvalidasi SPM LS TPP Tidak SPM LS TPP 10 Menit SPM LS TPP
Ya
]




Mutu Baku

1"

Mengajukan SPP dan SPM TPP

8

Pelaksana
No Kegiatan
Pengolah Data dan Kepala Sub Baglan
I
1 | Penelaah Teknis Kebijakan Ke n Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
9 Memaraf SPM LS TPP SPMLS TPP 5 Menit SPM LS TPP
10 Menandatangani SPM LS TPP SPM LS TPP 5 Menit SPM LS TPP
SPPdan SPM LS TPP 1 Jam SPP dan SPM LS TPP




NOMOR SOP

: 004.021.11/047-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 08.00

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN % “ warnbu,\ 2015

DISAHKAN OLEH KEPALA D USAHA KECIL DAN
N romtim 3162/
\ﬁm 136&9]&21@3&01001

Nama SOP : Pencairan Uang Persediaan (UP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 fentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer:
2. Memahami administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Kompute®fLaplop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pencairan UP

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan
o9l s Kebliaka Kepala Sub Baglan Keoala Dinas Pengolah Data dan Kelonaka Ket
Penelazh Teknis jakan Keuangan Pa Informasi gkapan Waktu Output
Menerima pagu anggaran UP Kepwal UP 5 Menit Kepwal UP Menenima
Kepwal UP
dari BKAD
Menyusun Surat Perintah Pembayaran Kepwal UP 30 Menit SPR UP
(SPP)UP
y
Memverifikasi SPP UP Tidak SPP UP 10 Menit SPP UP
Ya
me———————
+
Menandatangani SPP UP SPP UP 5 Menit SPP UP
v
Menyusun Surat Perintah Membayar SPP UP 10 Menit SPM UP
(SPM) UP
Memvalidasi SPM UP Tidak SPMUP 10 Menit SPM UP
Ya
Menandatangani SPM UP SPMUP 5 Menit SPM UP
-y
Mengajukan SPP dar SPM UP SPP dan SPM UP 1 Jam SPP dan SPM UP




DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

NOMOR SOP : 004.021.11/048-2025
TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 08.22
TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : {{ N Ocher‘ 1015
DISAHKAN OLEH KEPALA DIN ERA SAHA KECIL DAN
oA
i A s
Nama SOP - Pencairan Ganti Uarg Non Kartu Kredit Pemerintah
Daerah (GU Non KKPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemeriniahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputerll:aplop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pencairan GU Non
KKPD

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan s
Kepala Sub Baglan
Pengolah Data dan Penelaah Teknls Kebijakan pa 9 Kepala Dinas Kelengkapan Wakts Output
informas! Keuangan
Menerima berkas Surat " ) Berkas SPJ GU Non 5 Menit Berkas SPJ GU Non
Pertanggungjawaban {SPJ) GU Nen KKPD KKPD
KKPD | N
Memeriksa barkas SPJ GU Non KKPD Berkas SPJ GU Non 1.Jam Berkas SPJ GU Non
KKPD KKPD
]
+
Menginput tanda bukti pengeluaran Berkas SPJ GU Non 1Jam Tanda Buk: Pengeluaran
(TBP) SPJ GU Non KKPD KKPD (TBP})
|
+
Menyusun Laperan Pertanggungjawaban Tanda Bukti Pengeluaran 1Jam Laporan
(LPJ) GU Non KKPO (TBP) Pertanggungjawaban
. (LPJ) GU Non KKPD
Memverifikasi LPJ GU Non KKPD Tidak <\ Ya LPJ GU Non KKPD 1Jam LPJ GU Non KKPD
Memvalidasi LPJ GU Non KKPD Tidak LPJ GU Non KKPD 1.Jam LPJ GU Non KKPD
, Ya
Menyusun Surat Perintah Pembayaran LPJ GU Non KKPD 1Jam Surat Perirah
(SPP) GU Non KKPD Pembayaran [SPP) GU
Non KKPD
Memverifikasi SPP GU Non KKPD Tidak Surat Perintah 5 Menit SPP (U Non KKPD
Pembayaran (SPP) GU
Non KKPD
Ya
)




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Pengofah Data dan Kepala Subd Baglan
nelaah Teknis Kebljakan Kepala Dina Kelengkapan Waktu
Informasl Pe t Keuangan epa * ngkapa Output
9 Menandatangani SPP GU Non KKPD SPP GU Non KKPD 5 Menit SPP GU Non KKPD
y
10 Menyusuin Surat Perintah Membayar SPP GU Non KKPD 1 Jam SPM GU Non KKPD
(SPM) GU Non KKPD
11 Memvalidasi SPM GU Non KKPD Tidak SPM GU Non KKPD 5 Menit SPM GU Non KKPD
——————d Y2
o ——
+
12 Memaraf SPM GU Non KKPD SPM GU Non KKPD 5 Menit SPM GU Non KKPD
13 Menzndatangani SPM GU Non KKPD SPM GU Non KKFD 5 Manit SPM GU Non KKPD
14 Mengajukan SPP dan SPM GU Non \I SPP dan SPM GU Non 1 Jam SPP dan SPM GU N&r
KKPD KKPD KKPD




NOMOR SOP : 004.021.11/049-2025

DINAS KOPERASI D AN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 08.45

DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : {{ NoVunbu. 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Pencairan Ganti Uéngy“ Ra?tu Kredit Pemerintah Daerah

(GU KKPD)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1.

N

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

_ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelclaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Peraturan Wali Kola Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. KomputerfLaptop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pencairan GU
KKPD

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Kepala Sub Baglan Pengolah Data dan
Penetaah Teknis Kebijakan pé Keuangang Kepala Dinas 0:' formasi Kelengkapan Waktu Output
Menerima Daftar Pengeluaran Riil (DPR) Daftar Pengeluaran Riil 5 Menit Daftar Pengeluaran Riit
KKPO ’ (DPR) KKPD (DPR) KKPD
4
Memvetifikasi Daftar Pengeluaran Ril Tidak DPR KKPD 30 Menit Daflar Pembayaran
(DPR) KKPD Tagihan (DPT)
Ya Tiday
v
Memverifikasi Daftar Pembayaran DPT KKPD 30 Menit DPT KKPD
Tagihan (DPT) KKPD
Ya
; .
Menyusun Surat Perintah Pernbayaran DPT KKPD 30 Menit SPP GU KKPD
(SPP) GU KPPD
Mamverifikasi SPP GU KKPD Tidak SPP GU KKPD 15 Menit SPP GU KKPD
R
el
!
Menandatangani SPP GU KKPD SPP GU KKPD 5 Menit SPP GU KKPD
L
Menyusun Sural Perintah Membaya® SPP GU KKPD 10 Menit SPM GU KKPD
(SPM) GU KKPD
SPM GU KKPD 5 Menit SPM GU KKPD

Memvalidasi SPM GU KKPD

Tidak




Muty Baku

11

Mengajukan SPP dan SPM GU KKPD

Pelaksana
No Kegiman Ket
Penelaah Teknis Kebijakan Kepala Sub Baglan Kepaia Dinas Pengolah Data dan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Informasi
Y
9 Meitigrsl SPI GU KKPD SPM GU KKPD 5 Menit SPM GU KKPD
4
10 Menandatangani SPM GU KKPD SPM GU KKPD 5 Menit SPM GU KKPD
SPP dan SPMGU KKPD | 1 Jam SPP dan SPM GU KKPD




NOMOR SOP : 004.021.11/050-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 09.18

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : V| November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laplop;
2. Jaringan Intemnet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pengajuan GU
Nihil

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Pengolah Data dan Kepala Sub Bagian
Penelaah Teknls Kebijakan Kepala Dinas Keiengkapan Waktu Qutput
Informasi ) Keuangan P ngrapd utp
1 Menerima berkas Surat ( A Berkas SPJ GU Nihit 5 Menit Berkas SPJ GU Nihil
Pertanggungjawaban (SPJ} GU Nihi 1
I—
2 Memeriksa berkas SPJ GU Nihil Berkas SPJ GU Nihit 1 Jam Berkas SPJ GU Nitil
|
n
3 Mengmnput tanda bukti pengeluaran Berkas SPJ GU Nihil 1 Jam Tanda Bukti Pengeluaran
(TBP) SPJ GU Nihil (TBP)
|
+
4 Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tanda Bukti Pengeluaran 1 Jam Laporan
{LPJ) GU Nihit (TBP) Pertanggungjawaban
{LPJ) GU Nihil
3 Memverifikasi LPJ GU Nihil Ya LPJ GU Nihil 1 Jam LPJ GU Nihil
/ .
6 Memvyalidasi LPJ GU Nihit Tigak LPJ GU Nihit 1Jam LFJ GU Nihil
r ! Ya {
+
7 Menyusun Surat Perintah Pembayaran LPJ GU Nihil 1 Jam Surat Perintah
{SPP) GU Nihil Pernbayaran {SPP) GU
Nihil
8 Memverifikasi SPP GU Nihii Tidak SPP GU Nihil 5 Menit SPP GU Nihil
Ya
+




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan s Ket
Pengolah Data dan Kepala Sub Baglan
Penslaah Teknis Kebijakan epala Di
informas ebi} Keuangan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
9 Menandatangani SPP GU Nihil SPP GU Nihil 5 Menit SPP GU Nihil
10 Menyusun Surat Perintah Membayar SPP GU Nihit 1Jam SPM GU Nihll
(SPM) GU Ninll

1 Memvalidasi SPM GU Nihil Tidak SPM GU Nihil 5 Menit SPM GU Nihil

——————t Y2

e nim———————a—

]
12 Memaraf SPM GU Nihil SPM GU Nihit 5 Menit SPM GU Nihil
13 Menandatangani SPM GU Nihit SPM GU Nihil 5 Menit SPM GU Nihil
14 Mengajukan SPP dan SPM GU Nihil SPP dan SPM GU Nihil 1 Jam SPP dan SPM GU Nihi!




NOMOR SOP

: 004.021.11/051-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 09.38
TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN |: {1 NOchb er 2025
DISAHKAN OLEH KEPALA DI
pAN m
\ s H. RYBUDHIR i
TRy

e 2

Nama SOP : Pencairan Tambah Uang (TU)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Noemor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kola Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/lsaptop;
2. Jaringan Intemet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pencairan TU

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pefaksana Wutu Baku
No Keglatan
b Bagl
Pengolah Data dan informasl! Penelaah Teknls Kebijakan Kemi::::ngang an Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat pengajuan TU Surat pengajuan TU & Menit Surat pengajuan TU
¥
2 Menginm surat pengajuan TU Surat pengajuan TU 1 Jam Surat rekomendas
pengajuan TU
3 Menyusun Surat Perintah Pembayaran Surat rekomeandast 15 Menit SPPTU
(SPP) TU pengajuan TU
4 Memverifikasi SPP TU Ticak <\ SPPTU 5 Menit SPPTU
'——Q
+
& Menandatangant SPP TU SPPTU 5 Menit SPPTU
6 Menyusun Surat Perintah Membayar SPP TU 15 Menit SPMTU
sPMy TU
7 Memvalidasi SPM TU Tidak SPM TU 15 Menit SPMTU
Ya
v
8 Memaraf SPM TU SPM TU 5 Menit SPMTU




1Q

Mengajukan SPP dan SPM TU

|

Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan
Kepala Sub Baglan
ish dan informasi enetagh Teknis Kebl
Pengolsth Data P eknis Kebljakan Keuangan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
) Menandatangani SPM TU SPM TU 5 Menit SPM TU
SPP dan SPM TU 1 Jam SPP dan SPM TU




NOMOR SOP : 004.021.11/052-2025
DINAS KOPERASI DAN USAH A KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 09.52
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : {{ NOVLmber 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP - Pencairan Tambah Uang Nihil (TU Nihil)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiclaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami administrasi keuangan

Ketlerkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1: Komputer/l_aplop;
2. Jaringan Internet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pengajuan TU
Nihil

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Pengolah Data dan Kepala Sub Bagian
Penelaah Teknis Kebijaka Kepala DI Kelengkapan Waktu Qi t
Informasi! jakan Keuangan epala Linas ngkapa utpu
1 Menerima berkas Surat { ) Berkas SPJ TU Nihil 5 Menit Berkas SPJ TU Nihd
Pertanggungjawaban (SPJ) TU Nihil E
r
2 Memeriksa berkas SPJ TU Nihil Berkas SPJ TU Nihil 1 Jam Berkas SPJ TU Nihil
1
]
3 Menginput tanda bukti pengeluaran Barkas SPJ TU Nihil 1.Jam Tanca Bukti Pengeluaran
{TBP) SPJ TU Nihil (TBP)
|
¥
4 Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tanda Bukti Pengeluaran 1Jam Laporan
(LPJ) TU Nihil (TBP) Pertanggungjawaban
(LPJ) TU Nihil
5 Memverffikasi LPJ TU Nihil Tidak Ya LPJ TU Nihit 1 Jam LPJ TU Nihil
6 Memvatidasi LPJ TU Ninil Tidak A LPJ TU Nihit 1 Jam LPJ TU Nihi
+
7 Menyusun Surat Perintah Pembayeran LPJ TU Nihil 1Jam Surat Perintah
(SPP) TU Nihil Pembayaran (SPP) TU
Nihil
8 Memverifikasi SPP TU Nihil Tidak /\ Surat Perintah 5 Menit SPP TU Nilul
Pembayaran (SPP) TU
Nihil
Ya
+




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Pengoiah Data dan Kepala Sub Bagian
Pensiaah Teknis Kebljakan Kepala Dinas Kelenghkapan Kty
informasl| ) Keuangan epd enghapa Wa Output
r

9 Menandatangani SPP TU Nihil SPP TU Nihit 5 Menit SPP TU Nihit

4
10 Menyusun Surat Perintah Membayar SFP TU Nihit 1Jam SPP TU Nihil

{SPM) TU Nihil
11 Memvalidasi SPM TU Nihil Tidak SPM TU Nihil 5 Menit SPM TU Nihil
Ya
————

4
12 Memaraf SPM TU Nihil SPM TU Nihil 5 Menit SPM TU Nihit
13 Menandatangani SPM TU Nihil SPM TU Nihil 5 Menit SPM TU Nibil
14 Mengajukan SPP dan SPM TU Nihil SPP dan SPM TU Nihil 1 Jam SPF dan SPM TU Kb




NOMOR SOP

: 004.021.11/053-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 1 Agustus 2025 pukul 09.56
TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN {: {{ N ov(,_mba. 2025
DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pencairan Langsung (LS)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

w

E-y

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami administrasi keuangan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Kompuler/lsaptop;
2. Jaringan Intemet;
3. Printer;

4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pencairan LS

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Muty Baku
Keglatan
Kepala Sub Bagian
Pengolah Data dan Informast | Penelaah Teknis Kebijakan P Kmnﬂn’ Kepala Dinas Kalengkapan Waktu Output
’ s Surat Berkas SPJ LS 5 Menit Berkas SPJ LS
Pertanggungjawaban (SPJ)1LS
+
Memenksa berkas SPJ LS
Berkas SPJ LS 1 Jam Berkas SPJ LS
Menyusun SPP
LS Berkas SPJ LS 30 Menit SPP LS
Memvertikasi SPP LS ) )
Tidak SPFLS 5 Menit SPP LS
Ya
+
Menandatangani SP
1SPPLS SPP LS 5 Menit SPPLS
Menyusun Surat Perintah Membayar
1
(SPMLS SPF LS Jam SPMLS
Memvalidasi SPM LS .
Tidak - SPMLS 5 Menit SPMLS
<
Ya
Memaraf SPM LS L
SPM LS 5 Menit SPMLS

nd




Mutu Baku

Pelaksana
Ng Keglatan Ket
Pengolah Data dan Informasi Penelaah Teknis Kebljakan Kepa:;::: ::glan Kepala Dinas Kelengkapan Wakty Qutput
g
4 Menandatangani SPM LS SPMLS 5 Menit SPM LS
10 Mengajukan SPP dan SPM LS SPP dan SPM LS 1 Jam SPP dan SPMLS




NOMOR SOP

: 004.021.1/024-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 21 Juli 2025 pukul 08.51

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: {{ Novzmber 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

1. Memiliki kewenangan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
2. Memiki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuniabilitas Kinerja pelaporan kinerja
Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah
*
Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaporan kinerja

instansi

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Penelaah Teknis Pengolah Data dan
Sekretaris Dinas Katim P3 Kin Kepaia kapan
erja Kebijakan n asi pala Dinas Kelengkap. Waktu Output
Menugaskan penyusunan LKiP Lembar Disposisi 15 Menit Disposisi
Menugaskan untuk mengumpuikan data Disposisi 15 Menit Disposisi
bahan penyusunan LKIP
Mengumpulkan data bahan penyusunan SK Tim Penyusunan LKP. | 60 Menit Format penyusunan LKIP
LKiP Format Penyusunan LKP,
Disposisi
b
Menyusun LKIP Format Penyusunan LKP 1260 Menit Konsep LKIP
c , Tidak 1
1
Memeriksa LKIP Y4 Konsep LKIP 60 Menit Konsep LKIP
—
t
Memeriksa LKIP Tidak Konsep LKIP 80 Menit Konsep LKIP
Ya
Menandatangani LKIP Konsep LKIP 5 Menit LKiP




NOMOR SOP : 004.021.1/025-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | 21 Jull 2025 pukul 09.59
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : {I November 2025

DISAHKAN OLEH X £

Nama SOP : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 1. Memiliki kesnampuan dalam merencanakan program dan kegiatan SKPD;

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang 3. Memahami regulasi terkait koperasi dan usaha mikro;
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan 4. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro 5. Memiliki kewenangan dalam menyusun Renstra SKPD

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan

1. Kompmeril_;ptop;
2. Printer;

3. Jaringan Internet;
4. Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat penyusunan Renstra | 1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan
Sekretaris Dinas Katim P3 Kinerja Kepata Dinas Kelengkapan Waktu Output

Menugaskan untuk menyusun Renstra Lembar Disposisi 15 Menit Disposisi
Mengumpuikan data bahan penyusunan SK Tim Penyusunan 60 Menit Format Penyusunan
Renstra Renstra, Formal Renstra

Penyusunan Renstra,

Disposisi

A
Menyusun Renstra Farmat Penyusunan 1260 Menit Konsep Renstra
Renstra

7
. _

Memeriksa Renstra <> Ya Konsep Renstra 60 Menit Konsep Renstra
s

Memeriksa Renstra Tidak Konsep Renstra 60 Menit Konsep Renstra

Menandatangani Rensira Konsep Renstra 5 Menit Renstra




NOMOR SOP : 004.021.1/026-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 24 Juli 2025 pukul 07.52

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : {{ Novenber 2025

DISAHKAN OLEH KEPALA DI

)/
N;@EEW‘ 001

e

Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Siandar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kola Bandung

5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam merencanakan program dan kegiatan SKPD;
2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

3. Memahami regulasi terkait koperasi dan usaha mikro;

4. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
5. Memiliki kewenangan dalam menyusun Renja SKPD

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

4. Komputeriiap&op;
2. Printer;

3. Jaringan Internet;
4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat penyusunan Renja

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mty Baku
Kegiatan Ket
Sekretaris Dinas Katim P3 Kinerja Kepaia Dinas Kelengkapan Waktu Output

Menugaskan untuk menyusun Renja Lembar Disposisi 15 Menit Dispasisi
Mengumpulkan data bahan penyusunan SK Tim Penyusunan 60 Menit Format Peryusunan
Renja Renja, Format Renia

Penyusunan Renja,

Disposisi
Menyusun Renja Format Peryusunan 1260 Menit Konsep Renja

Renja

] TidlEK 1
— S
| —
Memeriksa Renja <> Ya Konsep Renja 60 Menit Kansep Renja
bty
r
Memeriksa Renja Tidak Konsep Renja 80 Menit Konsep Renja
Ya
+

Menandatangani Renja Konsep Renja 5 Menit Renja




NOMOR SOP

: 004.021.1/027-2025

DINAS KOPERASI| DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 24 Juli 2025 pukul 08.13
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: {1 November 2025

DISAHKAN OLEH KEPALA DIN

U9
ENENGAH
A :tn‘.‘ b (1P
Nama SOP : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 lentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5. Peraluran Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis data usaha mikro dan

dala koperasi

Keterkaitan SOP

Peralaian / Periengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;

3. Jaringan internet;
4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat penyusunan LPPD

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Sekretarls Dinas Katim P3 Kinerja Penelaah Teknls Kebijakan Kepata Dinas Kelengkapan Waku Output
Menugaskan untuk menyusun LPPD Lembar Disposisi 15 Menit Disposisi
|
A
Menugaskan untuk mengumpulkan data Dispasisi 15 Menit Disposist
bahan penyusunan LPPD
Mengumpulkan data bahan penyusunan Format penyusunan 60 Menit Format penyusunan
LPPD LPPD, Disposisi LPPD
|
i
Menyusun LPPD Formal Penyusunan 120 Mani Konsep LPPD
LPPD
p , Tidak ¥
f .
Memenksa LPPD i
Ya Konsep LPPD 50 Menit Konsep LPPD
—
Memeriksa LPP| >
® LPFD Tidak Konsep LPPD 60 Menit Kensep LPPD
Ya
Menandatangani LPPD {’ Konsep LPPD & Menit LPPD




NOMOR SOP : 004.021.1/028-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 24 Juli 2025 pukul 08.36

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: 1| November 2026

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serla Tata Kerja
Dinas Daerah

o

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memiki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan
pelaporan

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;

3. Jaringan Internet;
4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat penyusunan LKPJ

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Sekretaris Dinas Katim P3 Kinerja Penelaah Teknls Kebijakan Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Cutput
Menugaskan untuk menyuscun LKPJ ( ] Lembar Disposisi 15 Menit Disposisi
b
Menugaskan untuk mengumpulkan data Disposlsi 15 Menil Disposisi
bahan penyusunan LKPJ
Mengumpulkan data bahan penyusunan Format penyusunan 60 Menit Format paayusunan LKP.J
LKPJ LKPJ, Disposisi
]
+
Mernyusun LKPJ Format Penyusunan {KPJ § 1 Har Konsep LKPJ
. , Tidak 1
} t
Memeriksa LKPJ Ya Konsep LKPJ 60 Menit Konsep LKPJ
] /
Memeriksa LKPJ Tidak <\ Konsep LKPJ 60 Menit Konsep L<PJ
Ya
Menandatangani LKPJ Konsep LKPJ 5 Menit LKPJ




NOMOR SOP : 004.021.1/029-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

TANGGAL PEMBUATAN : 24 Juli 2025 pukul 12.47

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN |: {1 November 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kewenangan dalam menyusun RKA;
2. Memiliki kernampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja dan anggaran

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;

3. Jaringan Internet;
4. Alat Tulis Kantor

*

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat penyusunan RKA
serta menyebabkan perencanaan anggaran yang tidak sesuai tujuan

1. Tercatat di arsip manual dan digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan Ket
Sekretaris Dinas Katim P3 Kinerfa Penelaah Teknls Kebijakan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan untuk menyusun RKA Disposisi surat 5 Menit Disposisi surat
2 Menugaskan untuk membuat format Disposisi surat 5 Mentt Disposisi surat
penyusunan RKA

3 Menyusun format penyusunan RKA Disposisi surat 30 Menit Format penyusunan RKA

4 Mengkoordinasikan penyusunan RIKA Format penyusunan RKA 3 Jam Farmat penyusunan RKA Koordinasi
dengan
Bidang
dan UPTD

5 Menyusun konsep RKA Format penyusunan RKA 1 Hari Konsep RKA

o —— | e -1 $
I Den————
8 Memeriksa konsep RKA Ya Konsep RKA 1 .Jam Konsep RKA
e /
7 Memeriksa konsep RKA Tidak Konsep RKA 1 Jam Konsep RKA
Ya
_._.‘-———.
8 Menandatangan: RKA Konsep RKA 5 Menit RKA




NOMOR SOP

: 004.021.1/030-2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN | : 24 Juli 2025 pukul 13.24
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN | : {{ Novembe- 2025

DISAHKAN OLEH

Nama SOP : Pelayanan Informasi Publik Melalui SIMONIK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelclaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminisirasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;
2. Memahami regulasi terkait koperasi dan usaha mikro;

3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lerkait;

4. Memiliki kewenangan sebagai Admin SIMONIK;
5. Mampu mengelola data dan informasi dengan baik

Keterkaitan SOP Peralatan / Periengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP lidak dilaksanakan akan menghambat permohonan
informasi publik dari pemohon informasi

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan Ket
Penelaah Teknis Kebijakan Sekretaris Dinas Kelengiapan Waktu Output

Menerima permohonan informasi pubtik Tidak Disposisi onfine 5 Menit Disposisi online Melalui website ppid-
dari pemohon informasi meialui website simonik.bandung.go.id
SIMONIK ____)

Mempertimbangkan tindak lanjut Disposisi online 15 Menit Disposisi online Melalui website ppid-
pemohonan informast simonik.bandung.go.id
Memenuhi permohonan informasi W Ya Dispesisi online 15 Menit Dokumen informas: Melalui website ppid-

metalui website SIMONIK

Publik

simonik_bandung.go.id




NOMOR SOP : 004.021.1/031-2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TANGGAL PEMBUATAN : 24 Juli 2025 pukul 13.46
DAN MENENGAH. TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN | : {{ Novcmb o 2025
DISAHKAN OLEH
Nama SOP : Pelayanan Pengaduan Melalui SPAN-LAPORI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Perubahan Alas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1265 Tahun
2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan
Pengaduan Online Rakyat Di Lingkungan Kota Bandung

2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer;

2. Mampu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

3. Memiliki kewenangan sebagai Admin SP4N-LAPORY;

Keterkaitan SOP J Peralatan / Periengkapan
1. Komputer/Laptop;
2. Jaringan Internet;
*
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat tindak lanjut dari
pengaduan masyarakat

1. Tercatat di arsip digital




Flowchart

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket
Penelaah Teknis Kebijakan Kelengkapan Waltu Qutput

Menerima pengaduan masyarakat meialui Dispoesisi ontine 5 Menit Disposisi online Melalui

website SPAN-LAPOR! website
laporgo.id

Mengkoordinasikan dengan unit kerja Disposisi online 30 Menit Laperan tndak lanjut Melalui

terkait untuk ditindaklanjuti pengaduan website
lapor.go.id

Membetikan tanggapan melalui SPAN- / Laporan tindak lanjut 5 Menit Laporan tindak lanjut Melalui

! pengaduan pengaduan website
lapor.go.d
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